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ABSTRAK 

KAJIAN GEOGRAFI ELEKTORAL: PEROLEHAN SUARA PARTAI 

KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  

TAHUN 2024 DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

SUCI INDAH LESTARI 

 

Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung menunjukkan fenomena 

peningkatan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak sebanding dengan 

jumlah kursi yang diperoleh. Ketimpangan ini memunculkan dugaan adanya pengaruh 

redelineasi daerah pemilihan (dapil) yang berpotensi dimanfaatkan secara politis. 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dasar penataan ulang daerah pemilihan, 

menganalisis keterkaitannya dengan perolehan suara dan distribusi kursi PKB, serta 

menilai potensi manipulasi politik dalam proses tersebut.  Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis data sekunder. 

Data diperoleh dari dokumen resmi KPU, wawancara dengan pengurus partai, 

penyelenggara pemilu, dan masyarakat pemilih. Hasil menunjukkan bahwa redelineasi 

dilakukan sesuai prosedur hukum, namun minimnya pemahaman para pihak mengenai 

konsep gerrymandering membuka ruang manipulasi tersembunyi yang menghambat 

pengawasan publik. Perubahan spasial dapil justru menguntungkan PKB melalui 

konsolidasi basis Nahdliyin di wilayah strategis berdasarkan analisis Location Quotient 

(LQ) yang menunjukkan sebaran elektoral relatif merata di seluruh dapil Kota Bandar 

Lampung, sehingga menguatkan indikasi adanya praktik gerrymandering. Strategi 

internal partai yang mendorong interaksi langsung antara caleg dan pemilih, diperkuat 

oleh perubahan konfigurasi dapil yang menguntungkan, berkontribusi signifikan 

terhadap peningkatan suara dan perolehan kursi PKB pada Pemilu 2024. Temuan ini 

menekankan pentingnya reformasi kebijakan penataan dapil yang lebih transparan, 

partisipatif, dan berbasis data spasial-sosiokultural guna memperkuat keadilan 

representatif dan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal. 

Kata kunci: Geografi Elektoral, Gerrymandering, PKB, Redelineasi Daerah 

Pemilihan, Pemilu Legislatif 2024.  



 

 

ABSTRACT 

ELECTORAL GEOGRAPHY STUDY: PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 

(PKB) VOTES IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTIONS IN 

BANDAR LAMPUNG CITY 

By 

SUCI INDAH LESTARI 

 

The 2024 Legislative Election in Bandar Lampung City demonstrated a 

disproportionate increase in votes for the National Awakening Party (PKB) relative to 

the number of seats won. This imbalance raises suspicions of the potential political 

influence of electoral district redelineation. This study aims to identify the basis for this 

electoral district redelineation, analyze its relationship to PKB's vote acquisition and 

seat distribution, and assess the potential for political manipulation in the process. This 

study employed a qualitative approach using in-depth interviews and secondary data 

analysis. Data were obtained from official KPU documents, interviews with party 

officials, election organizers, and voters. The results indicate that the redelineation was 

carried out in accordance with legal procedures, but the parties' lack of understanding 

of the concept of gerrymandering opened up opportunities for hidden manipulation that 

hampered public oversight. Spatial changes in electoral districts actually benefited 

PKB through the consolidation of the Nahdliyin (NU) base in strategic areas, based on 

a Location Quotient (LQ) analysis, which showed a relatively even electoral 

distribution across all electoral districts in Bandar Lampung City, thus strengthening 

the indication of gerrymandering practices. The party's internal strategy of encouraging 

direct interaction between legislative candidates and voters, reinforced by favorable 

changes in electoral district configuration, significantly contributed to the increase in 

votes and seat acquisition for PKB in the 2024 Election. These findings emphasize the 

importance of reforming electoral district arrangement policies that are more 

transparent, participatory, and based on spatial-sociocultural data to strengthen 

representative justice and the quality of electoral democracy at the local level.fairness 

and strengthen the quality of electoral democracy at the local level. 

Keywords: Electoral Geography, Gerrymandering, PKB, Redelineation of Electoral 

Districts, 2024 Legislative Election. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarُBelakang 

Partai politik di banyak negara memiliki pendukung yang tersentralisasi di suatu daerah 

maupun terdistribusi di berbagai titik lokasi dalam suatu wilayah. Fenomena ini erat 

kaitannya dengan geografi politik yang lebih lanjut menunjukkan keterkaitan antara 

struktur masyarakat dan polarisasi kekuatan dalam sistem politik. Faktor sosial-

ekonomi, budaya, dan kekuatan politik kemudian berperan dalam proses distribusi 

kekuasaan termasuk basis kekuasaan partai politik di suatu wilayah (Kavianirad & 

Rasouli, 2015). Hubungan di antara pemilih dan partai dapat terfragmentasi dalam 

kondisi atau kelompok-kelompok wilayah tertentu yang disebut pemisahan sebagai 

dasar politik (cleavage-based politics).  

Pemisahan atau perpecahan sebagai dasar politik didasarkan pada identitas sosial 

meliputi kelas, etnis, atau agama. Preferensi politik pemilih lebih dipengaruhi oleh 

faktor geografis lokal, isu-isu spesifik, atau dinamika personal dibandingkan identitas 

sosial yang lebih luas di beberapa wilayah yang belum menerapkan pemisahan sebagai 

dasar politik (Hoon, 2021). Fragmentasi secara khusus berdasarkan unsur keagamaan 

yang disebut permisahan agama (religious cleavage) (Dassonneville dkk., 2022).  

Indonesia sebagai negara multikultural dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi 

memiliki dinamika politik kompleks. Preferensi pemilih yang terfragmentasi kerap 

digunakan dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil), menjadikan identitas 

keagamaan sebagai variabel penting dalam perhitungan elektoral (Taufiqurrohman, 

2021).  
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Fragmentasi demografis bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk meraih dukungan 

mayoritas melainkan juga dapat memecah basis pemilih guna menarik suara kelompok 

minoritas, terutama dalam konteks etnis dan agama (Mietzner, 2022). Kompleksitas 

fragmentasi demografis menjadi menarik ketika dikaitkan dengan dinamika partai 

politik berbasis ideologis keagamaan yang tetap mampu menjalin hubungan baik 

dengan kelompok minoritas, seperti yang ditunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB). Pendekatan PKB yang terbuka terhadap keberagaman tercermin melalui 

program konkret, seperti advokasi hak minoritas, difabel, dan pembangunan 

infrastruktur sosial (Buchori, 2024). PKB mengusung narasi nasionalis-religius yang 

inklusif, sehingga mampu menjangkau ceruk-ceruk suara dari kelompok minoritas 

agama, etnis, dan marjinal yang sebelumnya terpinggirkan secara politik (Dhakiri, 

2024). Pendekatan yang tidak konfrontatif ini memecah dominasi partai lain di wilayah 

dengan fragmentasi demografis tinggi dan memperluas dukungannya melampaui 

pemilih tradisional Nahdliyin.  

Tabel 1. Perolehan Suara Partai dalam Pemilu Legislatif Nasional Tahun 2019 dan 

2024 

No. PartaiُPolitik 
PerolehanُSuaraُPemilu 

2019 2024 

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 19,33% 16,72% 

2 Partai Golongan Karya (Golkar) 12,31% 15,29% 

3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 12,57% 13,22% 

4 PartaiُKebangkitanُBangsaُ(PKB) 9,69% 10,62% 

5 Partai Nasional Demokrat (NasDem) 9,05% 9,66% 

6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,21% 8,42% 

7 Partai Demokrat 7,77% 7,43% 

8 Partai Amanat Nasional (PAN) 6,84% 7,24% 

9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4,52% 3,87% 

10 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1,89% 2,81% 

11 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 2,67% 1,29% 

12 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) - 0,84% 

13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 1,54% 0,72% 

14 Partai Buruh - 0,64% 

15 Partai Ummat - 0,42% 

16 Partai Bulan Bintang (PBB) 0,79% 0,32% 

17 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 0,50% 0,27% 

18 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) - 0,22% 
Sumber: KPU, 2024. 
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Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan suara PKB pada Pemilu 2024 

dibandingkan 2019, melampaui Nasdem, PKS, dan Demokrat, serta mendekati Golkar 

dan Gerindra. Kenaikan ini mencerminkan penguatan basis elektoral PKB yang 

didorong oleh konsolidasi jaringan kultural dan sosial NU. Dukungan tokoh-tokoh NU, 

seperti Abdurrahman Wahid turut memperkuat legitimasi politik PKB terutama sejak 

terpilihnya Ma’ruf Amin, tokoh sentral NU sebagai Wakil Presiden periode 2019–2024 

(Dhakhiri & Djafar, 2015).  

Dominasi basis dukungan PKB di kalangan warga NU yang sangat kuat di Jawa Timur, 

provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia, yang menunjukkan keterikatan 

historis dan kultural antara PKB dan komunitas Nahdliyin di wilayah dengan 

konsentrasi NU yang tinggi (Hafiun & Yusrianto, 2021). PKB didirikan pada tahun 

1998 sebagai saluran aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam 

terbesar di Indonesia. PKB membangun identitas politik yang terbuka melalui 

hubungan non-formal namun strategis dengan NU (Dhakiri, 2024; PKB, 2024; 

Buchori, 2024). Pola dominasi ini tampaknya mulai meluas ke wilayah lain, 

sebagaimana terlihat di Provinsi Lampung pada Pemilu Legislatif 2024 (Swastika, 

2024). PKB mencatatkan peningkatan suara yang signifikan di Provinsi Lampung di 

mana sekaligus menandakan keberhasilan strategi dan jejaring sosial PKB dalam 

memperluas pengaruh tradisionalnya. Eksistensi PKB di Lampung bahkan sudah 

terlihat sejak pemilihan DPRD pada tahun 2019, seperti di tingkat kabupaten Lampung 

Tengah (Hilmawan, 2022). 

PKB menunjukkan stabilitas elektoral yang relatif kuat dalam dua pemilu terakhir di 

Provinsi Lampung meskipun tidak menempati posisi tiga besar partai dengan suara 

terbanyak yang terlihat pada tabel 2. PKB mencatatkan kenaikan tipis dalam perolehan 

suara, dari 9,13% pada Pemilu 2019 menjadi 9,24% pada Pemilu 2024. Peningkatan 

ini memang terlihat moderat secara persentase, namun menjadi penting ketika 

dikaitkan dengan tren penurunan suara yang dialami oleh beberapa partai besar lainnya, 

seperti PDIP (turun dari 21,10% menjadi 19,34%), PKS (dari 9,06% menjadi 7,39%), 

dan Demokrat (dari 9,37% menjadi 6,29%).  
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Tabel 2. Perolehan Suara Partai dalam Pemilu Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 

dan 2024 (%) 

No. PartaiُPolitik 
PerolehanُSuaraُPemilu 

2019 2024 

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 21,10% 19,34% 

2 Partai Golongan Karya (Golkar) 10,83% 12,86% 

3 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 12,25% 19,21% 

4 PartaiُKebangkitanُBangsaُ(PKB) 9,13% 9,24% 

5 Partai Nasional Demokrat (NasDem) 9,83% 8,66% 

6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 9,06% 7,39% 

7 Partai Demokrat 9,37% 6,29% 

8 Partai Amanat Nasional (PAN) 7,54% 10,05% 

9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2,63% 2,12% 

10 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1,11% 1,41% 

11 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 3,07% 1,38% 

12 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) - 7,39% 

13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0,81% 0,29% 

14 Partai Buruh - 0,50% 

15 Partai Ummat - 0,31% 

16 Partai Bulan Bintang (PBB) 0,43% 0,09% 

17 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 0,71% 0,17% 

18 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) - 0,11% 

19 Partai Berkarya 1,97% - 

20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,16%  
Sumber: KPU, 2024. 

Peningkatan perolehan suara PKB di Provinsi Lampung dapat dijelaskan oleh 

keberadaan basis NU yang mencapai 72 persen atau sekitar 4,5 juta orang (NU, 2018). 

Peningkatan ini juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik electoral yang terjadi. 

Peningkatan PKB yang relatif marginal sebesar 0,11% pada Pemilu Legislatif Provinsi 

Lampung ini ternyata berkorelasi dengan lonjakan signifikan perolehan kursi sebanyak 

2 kursi, yaitu dari 9 kursi pada 2019 menjadi 11 kursi pada 2024 (KPU, 2024). 

Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakproposionalan antara perolehan suara 

dan alokasi kursi legislatif, yang menjadi refleksi dari sistem pemilu yang digunakan. 

Sistem pemilu proporsional idealnya memberikan hasil distribusi kursi yang setara atau 

sepadan dengan distribusi suara, tetapi peningkatan suara yang tidak sampai satu 

persen oleh PKB dalam fenomena ini justru dapat menghasilkan tambahan satu kursi 

legislatif yang menunjukkan sebuah hasil yang tidak linier dan berpotensi 

menimbulkan distorsi representasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 
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pembagian kursi dengan metode Sainte-Laguë dalam pemilu khususnya di Kota 

Bandar Lampung ini belum sepenuhnya proporsional dan cenderung membuka ruang 

bagi anomali perwakilan. Sistem konversi ini tidak hanya dipengaruhi oleh proporsi 

suara, melainkan juga oleh faktor struktural, seperti besaran daerah pemilihan (district 

magnitude), jumlah partai politik yang melampaui ambang batas di tiap dapil, serta 

pola sebaran suara antar tempat pemungutan suara (TPS) maupun antar dapil. 

Desain dan pemanfaatan batas-batas daerah pemilihan (dapil) dalam sistem pemilu 

secara spesifik berkontribusi dalam menciptakan distorsi representasi. Perubahan batas 

dapil berpotensi memengaruhi efisiensi konversi suara menjadi kursi, yang pada 

akhirnya berdampak terhadap distribusi kekuasaan politik di tingkat lokal (Kliwantoro, 

2023; Bonisau, 2024). Konsentrasi suara yang terkonsolidasi di dapil tertentu 

memungkinkan partai memperoleh kursi tambahan meskipun dengan peningkatan 

suara yang relatif kecil. kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai hasil dari redistribusi 

kekuatan basis elektoral atau strategi partai dalam merespons redelineasi dapil yang 

menguntungkan secara spasial dalam kerangka geografi elektoral, Perubahan 

konfigurasi dapil pada akhirnya menjadi aspek krusial yang perlu dicermati. Penataan 

dapil pada Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019 mengalami perubahan, khususnya 

di Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah strategis dalam peta politik 

Lampung.  

Tabel 3 menunjukkan perubahan-perubahan dalam komposisi dapil yang berdampak 

langsung terhadap distribusi suara dan kursi legislatif PKB. Seluruh daerah pemilihan 

atau dapil (Dapil 3, 4, 5, dan 6) mengalami perubahan komposisi wilayah pada Pemilu 

2024 di Kota Bandar Lampung dibandingkan tahun 2019 yang menunjukkan 

peningkatan nilai suara dan/atau perolehan kursi legislatif. Dapil 3, yang semula tidak 

memperoleh kursi, berhasil meraih satu kursi setelah wilayahnya digantikan oleh 

kecamatan dengan jumlah suara yang lebih tinggi. Dapil 4 juga beralih dari nol menjadi 

satu kursi. Dapil 5 dan Dapil 6 tetap mempertahankan satu kursi, namun mengalami 

peningkatan signifikan dalam total suara sah. Pola ini menunjukkan bahwa redelineasi 
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dapil berdampak langsung pada hasil elektoral dan potensi representasi legislatif, 

terutama melalui redistribusi kekuatan suara antarwilayah. 

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi PKB di DPRD Kota Bandar 

Lampung Tahun 2019 & Tahun 2024 

Daerahُ

Pemilihan 

Tahunُ2019 Tahunُ2024 

Kecamatan Suara Kursi Kecamatan Suara Kursi 

Dapil 1 1. Telukbetung 

Selatan 

2. Telukbetung 

Utara 

3. Telukbetung 

Barat 

4. Telukbetung 

Timur 

8.393 1 

1. Telukbetung 

Selatan 

2. Telukbetung 

Utara 

3. Telukbetung 

Barat 

4. Telukbetung 

Timur 

7.172 1 

Dapil 2 1. Tanjungkarang 

Pusat 

2. Tanjungkarang 

Barat 

3. Tanjungkarang 

Timur 

4. Enggal  

2.684 0 

1. Tanjungkarang 

Pusat 

2. Tanjungkarang 

Barat 

3. Tanjungkarang 

Timur 

4. Enggal  

4.634 0 

Dapil 3 1. Kedaton 

2. Labuhan Ratu 

3. Way Halim 

2.402 0 

1. Kemiling 

2. Langkapura 

3. Rajabasa  

9.590 1 

Dapil 4 1. Sukabumi 

2. Tanjung 

Seneng 

3. Sukarame  

4.485 0 

1. Kedaton 

2. Labuhan Ratu 

3. Way Halim 
7.200 1 

Dapil 5 1. Panjang 

2. Bumiwaras 

3. Kedamaian  
5.905 1 

1. Sukabumi 

2. Tanjung 

Seneng 

3. Sukarame  

7.367 1 

Dapil 6 1. Kemiling 

2. Langkapura 

3. Rajabasa  

5.000 1 

1. Panjang 

2. Bumiwaras 

3. Kedamaian  

10.168 1 

Sumber: KPU, 2019; dan KPU, 2024. 

Peningkatan suara yang cukup signifikan di tahun 2024 tidak serta merta secara 

otomatis membuat akumulasi suara berbanding lurus dengan perolehan jumlah kursi 

legislatif. Ketidakseimbangan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan 

proses redelineasi dapil, yakni peninjauan dan penyesuaian ulang batas-batas wilayah 

pemilihan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan demografis, sosial, 
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maupun kepentingan politik yang berkembang. Redelineasi apabila tidak dilakukan 

secara objektif dan transparan, maka berpotensi menjadi instrumen yang memengaruhi 

distribusi kekuasaan legislatif secara tidak proporsional (Lestari, 2016; Riansyah, 

2022). 

Penyusunan batas daerah pemilihan menjadi instrumen teknis dalam praktik demokrasi 

elektoral untuk menjamin keadilan representasi politik warga negara. Proses ini dalam 

kenyataannya sering kali tidak steril dari kepentingan politik praktis (Sucipto dkk., 

2024). Indikasi adanya praktik gerrymandering dalam perubahan dapil di Kota Bandar 

Lampung pada Pemilu 2024 menjadi perhatian penting dalam menelaah 

ketidakseimbangan antara perolehan suara dan distribusi kursi legislatif. Redelineasi 

yang dilakukan menjelang pemilu terkesan tidak semata-mata didasarkan pada prinsip 

teknokratik seperti kesetaraan jumlah penduduk atau efisiensi administratif, melainkan 

juga memuat nuansa politis yang menguntungkan pihak tertentu (Perludem, 2013; 

MKRI, 2022).  

Gerrymandering adalah praktik manipulasi batas-batas dapil yang bertujuan untuk 

menguntungkan partai politik atau kelompok tertentu dalam sistem pemilu 

(Kirschenbaum & Li, 2023). Istilah gerrymandering berasal dari nama Elbridge Gerry, 

Gubernur Massachusetts yang pada tahun 1812 menggambar ulang batas distrik demi 

kepentingan partainya, hingga menyerupai bentuk salamander. Praktik ini dipandang 

bertentangan dengan prinsip kesetaraan suara dan integritas demokrasi meskipun legal 

di beberapa negara karena dapat menyebabkan distorsi representatif. Dua strategi 

utama dalam praktik gerrymandering secara umum yang sering digunakan untuk 

memanipulasi hasil pemilu, yaitu packing & cracking (Pamungkas, 2010; Sadikin, 

2016).  

Indikasi praktik gerrymandering di Kota Bandar Lampung ini menjadi alasan utama 

yang menjadikan wilayah ini relevan dan strategis sebagai lokus kajian. PKB 

mengalami peningkatan suara pada pemilu legislatif tahun 2024 tetapi tidak berhasil 

mengonversi suara menjadi kursi yang diduga akibat fragmentasi wilayah basis 
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elektoral yang sebelumnya relatif terkonsentrasi. Richard H. Pildes mengungkapkan 

bahwa desain ulang dapil cenderung menguntungkan partai-partai yang memiliki 

persebaran suara yang lebih merata atau dukungan struktural yang kuat di wilayah baru 

hasil redelineasi (Pildes, 2004).  

Perubahan dapil semacam ini dalam kerangka geografi elektoral sangat berpengaruh 

terhadap hasil pemilu karena ruang dan tempat memengaruhi perilaku politik, termasuk 

pemetaan kekuatan partai dan basis dukungan spasialnya (Tomlinson, 2005). 

Fenomena redelineasi dengan kaitannya terhadap perolahan suara PKB di Pemilu 

Legislatif 2024 ini mendasari asumsi teoretik awal bahwa proses penataan dapil tidak 

sepenuhnya bersifat netral dan teknokratik, melainkan membuka peluang terjadinya 

manipulasi elektoral yang berpotensi mendistorsi prinsip keadilan representatif dalam 

praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal. 

Dapil bukan hanya representasi administratif, melainkan instrumen politik yang 

menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam parlemen. Penataan ulang 

dapil yang tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan suara berpotensi 

menimbulkan ketimpangan representasi, khususnya terhadap partai-partai yang 

berbasis identitas, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Sasadara, 2024). Basis 

pemilih PKB sebagian besar terkonsentrasi pada komunitas keagamaan tertentu, yang 

relatif mudah dimobilisasi melalui jejaring sosial dan kultural lokal. Hasil survei 

SMRC menunjukkan bahwa hampir seluruh pemilih PKB berasal dari kalangan 

Muslim, yaitu sebesar 10 persen, sedangkan pemilih non-Muslim hanya mencapai 1 

persen (SMRC, 2022).  Wilayah dengan struktur pemetaan spasial atau cleavage yang 

belum mapan, preferensi pemilih dapat sangat ditentukan oleh isu lokal dan dinamika 

personal, yang dapat dimanfaatkan secara strategis melalui penataan dapil (Hoon, 

2021).  

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami 

dinamika penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi dalam 

sistem pemilu proporsional di Indonesia. Studi-studi ini umumnya menyoroti aspek 
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legal, prosedural, dan teknokratis dari proses redelineasi dapil, meskipun sebagian 

orientasi studi mulai mengarah pada isu representasi dan kepentingan politik partai. 

Masing-masing penelitian memberikan fokus dan sudut pandang yang berbeda terkait 

isu penataan dapil.   

Sucipto mengkaji realitas penerapan prinsip teknokratik mencakup kesetaraan nilai 

suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah di Kabupaten Banggai yang mana 

ditemukan banyak kendala kendala yang menciderai prinsip-prinsip tersebut (Sucipto 

dkk., 2024). Afif Fawwaz Sain menyoroti dominasi elit pembentuk undang-undang 

yang mengabaikan prinsip representasi keadilan dalam pembentukan dapil di 

Kabupaten Jember. Kepentingan elit nasional dan lokal tercermin dalam Lampiran III 

UU Pemilu yang secara tegas menunjukkan politisasi proses pembentukan dapil (Sain, 

2023). Deshinta Christy Amalia memusatkan kajian pada legalitas dan aspek teknis 

penataan dapil DPRD Kota Pasuruan di mana terdapat ketimpangan alokasi kursi 

meskipun kebijakan penataan dapil selaras dengan prinsip demokrasi merujuk UU 

Nomor 7 Tahun 2017 dan petunjuk teknis KPU (Amalia, 2022).  

Perbedaan mendasar Sucipto (2024) dengan Amalia (2022) terletak pada fokus 

evaluasi. Amalia (2022) menekankan pada kesesuaian regulasi dan prosedur, 

sementara Sucipto, dkk. (2024) lebih mengkritisi gap atau kesenjangan antara prinsip 

normatif dan realitas teknokratik di lapangan yang mendorong munculnya 

ketimpangan representasi yang lebih substantif. Sucipto, dkk. (2024) juga lebih 

berfokus pada masalah teknis dan dampak terhadap kualitas representasi dibandingkan 

Amalia (2022) yang lebih menekankan pada kepatuhan hukum dan prosedural. Sain 

(2023) mendekati persoalan pembentukan dapil dari perspektif dominasi elit dan 

kepentingan politik, berbeda dengan Sucipto, dkk. (2024) yang lebih melihat dari sudut 

pandang kendala teknokratik. 

Andi Ruslam Idrus mengemukakan resistensi politik partai sebagai faktor utama dalam 

menilai dan merespons redelineasi dapil baru, menyoroti dinamika politik praktis yang 

muncul akibat redelineasi yang dianggap merugikan peluang elektoral partai.  
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Resistensi ini muncul akibat partai merasa dirugikan secara elektoral oleh redelineasi 

dapil yang dilakukan KPU sehingga fokusnya lebih kepada dinamika penerimaan 

partai politik atas kebijakan redelineasi bukan menekankan aspek legal atau teknis 

(Idrus dkk., 2019).  

Khalil Ar Rahman mengidentifikasi tiga faktor: 1) penerapan prinsip normatif, 2) 

kapasitas teknis penyelenggara pemilu, dan 3) dominasi aktor politik lokal dalam 

proses pembentukan dapil di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan politik lokal (Rahman, 2019). Kajian Rahman (2019) ini 

memberikan tekanan khusus pada pengaruh politik lokal dan dominasi lokalitas dalam 

pembentukan dapil, sekaligus menjadi pemahaman yang menjembatani antara 

pendekatan resistensi partai politik dalam kajian Idrus, dkk. (2019) dan pendekatan 

kendala teknokratik dalam kajian Sucipto, dkk. (2024).  

August Mellaz mengambil pendekatan teoritis-konseptual dengan mengidentifikasi 

tiga dimensi utama pembentukan dapil: 1) homogenitas konstituen, 2) stabilitas 

preferensi pemilih, dan 3) keterbukaan terhadap partai baru (Mellaz, 2016). Kerangka 

teoritis dan wacana elit yang belum ada ini menjadi kajian utama Mellaz (2016) tetapi 

tidak terkait secara langsung dengan perubahan hasil elektoral sehingga cenderung 

kurang praktis dibandingkan kajian Idrus, dkk (2019), Rahman (2019), dan Sain 

(2023).  

Studi Idrus, dkk. (2019), Rahman (2019), dan Sain (2023) memiliki kesamaan yang 

menyoroti bagaimana aktor politik baik lokal maupun nasional memengaruhi 

pembentukan dapil, meski dalam konteks dan skala yang berbeda. Amalia (2022), dan 

Sucipto, dkk (2023) sama-sama menyoroti aspek normatif dan teknokratik dalam 

kebijakan penataan dapil, sementara kajian Mellaz (2016) berdiri sendiri dengan 

kerangka konseptualnya yang lebih makro dan teoritis. 

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan 

dalam literatur dengan sejumlah kebaruan. Pertama, penelitian dilakukan di tingkat 
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Kota Bandar Lampung yang merupakan wilayah urban yang secara geografis terletak 

di ujung selatan Pulau Sumatra dan menjadi ibu kota Provinsi Lampung. Kota ini 

memiliki luas sekitar 197,22 km² dan dihuni oleh lebih dari 1,18 juta jiwa yang tersebar 

di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, 

terutama di kecamatan Tanjung Karang Timur dengan populasi penduduk yang 

mencapai lebih dari 19.000 jiwa/km². Komposisi demografisnya menunjukkan 

keragaman, baik dari sisi etnis, agama, maupun tingkat pendidikan dan ekonomi 

masyarakatnya dengan sex ratio sekitar 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki 

sedikit lebih banyak daripada perempuan (Diskominfo, 2020; Perkim, 2020). 

Kota Bandar Lampung secara sosial-politik dikenal memiliki dinamika yang kompleks. 

Kota ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di Provinsi 

Lampung dengan interaksi sosial yang intens dan beragam sehinga di sisi lain 

menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan isu-isu sosial dan politik, 

termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah yang berlangsung sangat kompetitif 

(Djohan dkk., 2024). Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, misalnya, diikuti oleh 

tiga pasangan calon yang seluruhnya diusung oleh koalisi partai politik besar, tanpa 

adanya calon independen, mencerminkan tingginya intensitas persaingan elektoral di 

kota ini (Hasbani, 2021).  

Konfigurasi elektoral di Bandar Lampung juga sangat kompetitif yang terlihat dari 

basis dukungan partai-partai politik besar seperti PDIP, Golkar, PKS, dan Gerindra 

yang cukup merata di berbagai kecamatan. Faktor-faktor seperti ikatan keluarga, suku, 

latar belakang kandidat, serta media massa dan partai politik juga sangat memengaruhi 

perilaku pemilih di kota ini (Hasbani, 2021; Djohan dkk., 2024). Kompleksitas sosial-

politik dan keragaman demografis ini kemudian yang menjadikan Kota Bandar 

Lampung sebagai lokasi penelitian yang sangat relevan untuk mengkaji dinamika 

politik urban, perilaku pemilih, serta strategi pemenangan dalam kontestasi elektoral 

yang kompetitif 

Kedua, pendekatan yang digunakan secara eksplisit mengacu pada geografi elektoral 

dalam kerangka teori gerrymandering untuk menganalisis bagaimana redelineasi dapil 
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dalam Pemilu Legislatif 2024 dapat memengaruhi hasil elektoral PKB. Dinamika 

politik yang terjadi memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perubahan 

dapil dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung didasarkan pada prinsip keadilan 

representasi, atau justru merupakan bagian dari strategi manipulatif dalam kerangka 

gerrymandering yang diselubungi alasan teknokratik. Fokus ini membedakan 

penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu yang umumnya hanya berorientasi pada 

aspek legal-formal atau teknis-prosedural tanpa mengelaborasi secara spasial dan 

dampak strategis terhadap kekuatan elektoral partai tertentu. 

PKB sebagai partai non-dominan cenderung lebih sensitif terhadap manipulasi wilayah 

pemilihan, mengingat perolehan suaranya lebih rentan terdampak oleh perubahan 

konfigurasi dapil (IDEA, 2006; Pamungkas, 2009; Nurhayati, 2021). Sejumlah kajian 

dan analisis menyoroti dampak perubahan konfigurasi daerah pemilihan (dapil) 

terhadap hasil pemilu dan representasi partai, khususnya bagi partai non-dominan 

seperti PKB. Studi mengenai penerapan prinsip district magnitude, yakni jumlah kursi 

yang dialokasikan dalam satu daerah pemilihan, dan penataan dapil menunjukkan 

bahwa perubahan wilayah pemilihan dapat berdampak signifikan pada distribusi kursi 

legislatif, terutama jika terjadi pengurangan atau penambahan kursi di suatu dapil atau 

pergeseran wilayah administratif (Fajar dkk., 2024; Mustofa, 2024).  

Perubahan ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam representasi politik dan 

dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Kasus-kasus empiris seperti perubahan 

dapil di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor pada Pemilu 2004 juga menunjukkan bahwa 

penataan ulang dapil sering kali menimbulkan dilema dan memengaruhi peluang 

partai-partai tertentu dalam memperoleh kursi legislatif. Prinsip kesetaraan nilai suara 

dan proporsionalitas menjadi sangat penting dalam pembentukan dapil agar tidak 

merugikan partai-partai dengan basis suara yang tersebar atau tipis (Lestari, 2016). 

PKB, sebagai partai non-dominan dengan basis suara yang cenderung tersebar dan 

tidak terkonsentrasi di satu wilayah, memang lebih rentan terdampak perubahan dapil. 

Partai politik seperti PKB umumnya mengandalkan akumulasi suara di banyak dapil 

dengan margin tipis. Jika terjadi manipulasi atau perubahan konfigurasi dapil, misalnya 
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penggabungan atau pemecahan wilayah, atau juga perubahan alokasi kursi, maka 

perolehan suara PKB yang tipis di banyak dapil bisa sangat mudah tergeser oleh partai 

politik yang memiliki basis suara yang lebih besar atau lebih terkonsentrasi. Suara 

partai non-dominan lebih mudah hilang dalam sistem proporsional terbuka jika terjadi 

perubahan batas wilayah atau pengurangan alokasi kursi karena tidak memiliki 

‘kantong suara’ yang kuat untuk dipertahankan. PKB dan partai sejenisnya yang 

indentik dengan identitas tertentu menjadi sangat sensitif terhadap manipulasi atau 

rekayasa dapil (Lestari, 2016; Fajar dkk., 2024; Mustofa, 2024). 

Partai politik lain khususnya partai besar atau dominan dengan basis massa yang kuat 

dan terkonsentrasi di beberapa dapil, seperti PDIP, Golkar, Gerindra cenderung lebih 

tahan terhadap perubahan konfigurasi dapil. Kelompok partai politik dominan ini 

memiliki ‘kursi aman’ atau safe seat di dapil-dapil tertentu karena suara partai mereka 

yang sangat dominan di wilayah tersebut. Pengaruh perubahan dapil terhadap 

kelompok pertai tersebut tidak sebesar dampaknya terhadap kelompok partai non-

dominan termasuk partai politik baru (Agustyati & Ibrohim, 2019; Lestari, 2016; Fajar 

dkk., 2024; Mustofa, 2024). Partai politik non-dominan dengan ketidakpastian basis 

suara akan lebih sensitif terhadap perubahan dapil sehingga akan bergantung pada 

dapil-dapil yang longgar atau kurang didominasi partai besar (Prayudi, 2009). 

Stabilitas PKB memunculkan pemahaman bahwa partai tersebut memiliki segmentasi 

pemilih yang loyal, yang relatif tahan terhadap perubahan lanskap politik lokal di Kota 

Bandar Lampung. Karakteristik Kota Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan 

yang kompleks dan heterogen kenyataannya memiliki tingkat keragaman pemilih yang 

tinggi, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ideologi (Karina, 2017; Sasadara, 2024). 

Indikasi praktik gerrymandering dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar 

Lampung menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berpotensi 

mereduksi integritas pemilu, menurunkan kepercayaan publik, dan melahirkan 

kebijakan yang tidak merefleksikan aspirasi mayoritas warga. Praktik manipulasi 

penataan daerah pemilihan di tengah semangat konsolidasi demokrasi lokal dapat 
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menjadi ancaman tersembunyi yang jarang teridentifikasi secara sistematis dalam 

kajian akademik di Indonesia, khususnya pada tingkat kota. Kajian ini akhirnya 

menegaskan relevansi untuk menelusuri sejauh mana penataan daerah pemilihan di 

Kota Bandar Lampung dilakukan secara adil dan proporsional, atau justru 

dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang mengarah pada manipulasi elektoral.  

 

1.2. RumusanُMasalah 

Perubahan konfigurasi daerah pemilihan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) dalam Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung tidak berbanding lurus 

dengan jumlah perolehan kursi, khususnya di Dapil 3 dan Dapil 4. Analisis pada kajian 

ini menggunakan pendekatan geografi elektoral yang diarahkan untuk memahami 

apakah penambahan kursi PKB merupakan bagian manifestasi dari penguatan 

dukungan elektoral yang bersifat organik, atau justru mencerminkan hasil dari 

intervensi strategis yang berpotensi melanggar batas-batas etika dalam 

penyelenggaraan demokrasi elektoral sebagai bentuk praktik gerrymandering. Adapun 

4 (empat) pertanyaan penelitian dalam kajian ini. 

1. Apa dasar yang melatarbelakangi penataan ulang daerah pemilihan dalam 

Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana keterkaitannya terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) di wilayah tersebut? 

3. Mengapa terjadi perubahan dalam jumlah kursi dan pergeseran distribusi suara 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar 

Lampung? 

4. Bagaimana politik gerrymandering dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota 

Bandar Lampung? 
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1.3. Tujuanُpenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan dasar yang melatarbelakangi penataan 

ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar 

Lampung. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitannya dengan perubahan struktur 

daerah pemilihan (dapil) terhadap perolehan suara legislatif Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) pada Pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung. 

3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebba perubahan jumlah kursi serta 

pergeseran distribusi suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 

Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis politik gerrymandering dalam Pemilu 

Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4. Manfaatُpenelitian 

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan studi geografi politik, khususnya dalam ranah geografi elektoral 

dan praktik gerrymandering dalam pelaksanaan pemilu lokal di Indonesia. 

Kajian ini juga diharapkan membuka ruang diskursus akademik mengenai 

batas-batas etis dan yuridis dari praktik rekayasa politik dalam sistem 

representasi elektoral. 

 

2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai 

pemangku kepentingan mencakup lembaga penyelenggara, partai politik, 

hingga kalangan akademisi. 

• Penelitian ini bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diharapkan akan 
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memberikan dasar analitis untuk mengevaluasi proses redelineasi daerah 

pemilihan (dapil) agar berlangsung secara akuntabel, transparan, dan 

berkeadilan. 

• Temuan-temuan dari penelitian ini bagi partai politik, khususnya Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

strategis dalam memahami dinamika spasial dukungan elektoral serta dalam 

merumuskan strategi pemenangan yang berbasis wilayah. 

• Studi ini bagi kalangan akademisi, akan menjadi salah satu sudut pandang 

baru yang diharapkan bermanfaat untuk pengembangan penelitian lanjutan 

terkait geografi elektoral, representasi politik, dan kualitas demokrasi di 

tingkat lokal. 
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II. TINJAUANُPUSTAKA 

 

2.1. TeoriُGeografiُElektoral 

Studi ilmu geografi mencakup beragam cabang ilmu termasuk geografi elektoral atau 

geography electoral yang menyoroti aspek keruangan dalam pemilihan umum. 

Michael F. Goodchild menyatakan bahwa analisis keruangan atau spasial berfokus 

pada pemodelan dan representasi fenomena nyata dalam bentuk data geografis 

(Goodchild, 2011). Makna keruangan mencakup proses penggabungan, manipulasi, 

dan analisis fenomena terkait data spasial guna memahami kompleksitas dunia secara 

lebih mendalam. Geografi elektoral dalam kajian politik membantu memahami 

distribusi kekuasaan dan sumber daya berdasarkan sektor keruangan (Tomlinson, 

2005). 

Geografi elektoral sebagai subdisiplin dari ilmu politik dan geografi menitikberatkan 

pada analisis spasial perilaku pemilih, distribusi suara, serta pengaruh lingkungan fisik 

dan sosial terhadap fenomena politik (Aulia dkk., 2023). Renggangnya hubungan 

antara pemilih dan partai sebagai bukti pentingnya pendekatan spasial dalam geografi 

elektoral, terutama di daerah yang belum terbentuk ikatan politik berbasis kelas, etnis, 

atau agama (Hoon, 2021). Faktor-faktor seperti jaringan sosial, mobilisasi politik, dan 

dinamika lokal cenderung memainkan peran yang lebih dominan di wilayah dengan 

tingkat fragmentasi politik yang tinggi dibandingkan identitas sosial dalam membentuk 

preferensi politik pemilih. Politik berbasis pemetaan spasial atau cleavage secara 

umum sering kali menjadi faktor penentu dalam hubungan antara pemilih dan partai di 

berbagai negara di mana dukungan politik terbentuk berdasarkan keterkaitan yang kuat 

dengan identitas sosial atau kelompok kepentingan tertentu (Hermawan & Hutagalung, 

2017; Kolne & Festianto, 2018)  
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Hubungan antara pemilih dan partai di sisi lainnya cenderung lebih cair dan tidak 

terikat secara kuat pada garis pemisah sosial yang mapan sehingga menghasilkan 

hubungan yang kurang stabil antara partai politik dan pemilih serta pola hasil pemilu 

yang lebih dinamis dan sulit diprediksi (Hoon, 2021). Peter Taylor dan Ronald 

Johnston mengklasifikasikan studi geografi elektoral dalam 3 (tiga) keterkaitan utama 

(Pratama & Muta’ali, 2016), sebagai berikut. 

1. Geografi Pemungutan Suara menyoroti pola distribusi spasial perilaku 

pemilih setelah pemilihan umum berlangsung. Wilayah tertentu yang 

menunjukkan kecenderungan elektoral yang khas, dikenal sebagai basis politik, 

yakni wilayah di mana suatu partai memperoleh suara secara signifikan lebih 

tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Keberadaan wilayah basis mencerminkan 

tingkat loyalitas pemilih yang tinggi serta keberfungsian struktur partai yang 

relatif aktif. Wilayah non-basis sebaliknya ditandai oleh rendahnya perolehan 

suara dan minimnya aktivitas politik partai. Perilaku pemilih merupakan hasil 

interaksi kompleks dan dinamis dari berbagai faktor spasial. Konteks geografis 

dan demografis, kondisi sosial-ekonomi dan budaya, kebijakan yang berlaku, 

hingga citra kandidat serta isu politik yang berkembang, semua aspek tersebut 

berkontribusi dalam membentuk preferensi dan pilihan politik masyarakat pada 

tingkat lokal (Budiharsono, 2001).  

 

2. Pengaruh Geografi terhadap Pemungutan Suara mencakup berbagai aspek 

yang membentuk preferensi pemilih, antara lain; 

a) Pengaruh Teman dan Lingkungan Tempat Tinggal Sekitar (Friends and 

Neighborhood Effect)  

Aspek ini merujuk pada keputusan pemilih yang cenderung memilih 

kandidat dari lingkungan yang sama berdasarkan asumsi kedekatan 

geografis dan emosional yang membentuk preferensi elektoral. Pentingnya 

pengetahuan dan keterhubungan kandidat terhadap daerah pemilihannya 

dianggap mampu mewakili aspirasi lokal secara lebih otentik. Fenomena 
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ini disebut juga sebagai efek tuan rumah atau home candidate effect yang 

menekankan lokalisme politik sebagai faktor pengikat antara pemilih dan 

kandidat. Kesamaan latar belakang berfungsi sebagai simbol representasi 

yang dapat menumbuhkan rasa kedekatan, kepercayaan, serta solidaritas 

sosial. Asumsi pemilih berdasarkan faktor tersebut tetap perlu 

diseimbangkan dengan kesadaran politik yang lebih substantif sehingga 

proses pengambilan keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan 

rasional seperti kapasitas, integritas, dan visi yang dimiliki oleh kandidat. 

 

b) Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Sekitar (Neighborhood Effect)  

Interaksi sosial yang intensif dalam lingkungan tertentu terhadap orientasi 

kepartaian pemilih dapat memengaruhi preferensi politik seseorang. Aspek 

ini berkontribusi pada penguatan afiliasi politik yang melampaui batas 

kelompok sosial-ekonomi seiring dengan semakin eratnya keterkaitan 

identitas politik dengan ruang-ruang geografis tertentu. Jaringan sosial 

yang terbentuk secara spasial dalam lingkup rumah tangga, keluarga, dan 

komunitas lokal berfungsi sebagai arena diskusi informal yang aktif dalam 

membahas isu-isu politik. Individu tidak hanya menerima eksposur 

terhadap informasi politik tetapi juga berpotensi mengalami perubahan 

perspektif melalui mekanisme konversi yang terjadi dalam interaksi 

komunikasi. Pergeseran opini politik dapat terjadi sebagai konsekuensi dari 

tekanan sosial serta pengaruh lingkungan yang membentuk preferensi 

politik individu. 

 

c) Aspek Migrasi 

Perpindahan penduduk ke wilayah baru dalam fenomena migrasi dapat 

mengubah kebiasaan politik dan orientasi elektoral masyarakat migran 

yang ditandai dengan perubahan kebiasaan, nilai, dan pola interaksi sosial. 

Pemilih migran umumnya lebih terbuka terhadap informasi baru, pengaruh 

eksternal, termasuk kampanye politik yang berpotensi mengubah dinamika 

politik lokal. Pemilih migran memiliki preferensi politik yang berbeda 
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dibandingkan dengan populasi lokal yang telah lebih mapan secara sosial 

dan politik karena kelompok migran tidak bersifat homogen dalam 

preferensinya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemilih migran 

cenderung mendukung partai politik dengan orientasi liberal atau progresif 

dengan pertimbangan bahwa partai politik tersebut sering kali 

dipersepsikan lebih inklusif terhadap keberagaman serta mendukung 

mobilitas sosial (Santosa, 2023). 

 

d) Distribusi Wilayah Pedesaan dan Perkotaan  

Perbedaan struktural wilayah pedesaan dan perkotaan memengaruhi 

preferensi politik. Pemilih di perkotaan cenderung lebih rasional dalam 

menentukan pilihan politik dibandingkan dengan pemilih di pedesaan yang 

sering kali terikat dalam hubungan patron-klien. Variasi dalam tingkat 

pendapatan daerah, pola literasi, kesenjangan gender, dan kepadatan 

penduduk merupakan determinan utama yang membentuk keberagaman 

preferensi politik. Pemilih di kawasan perkotaan umumnya memiliki akses 

informasi yang lebih luas, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta 

eksposur terhadap isu-isu nasional yang lebih kompleks sehingga pilihan 

politik cenderung lebih rasional dan beragam. Wilayah pedesaan yang 

identik dengan keterbatasan akses informasi, kuatnya relasi patron-klien, 

serta dominasi pengaruh figur lokal membentuk orientasi politik lebih 

bersifat loyalistik dan tradisional. Ketimpangan struktural ini terus 

mereproduksi disparitas dalam partisipasi politik (Agustino & Yusoff, 

2012).  

 

e) Faktor Cuaca 

Aspek cuaca merupakan salah satu faktor eksternal yang bersifat temporer, 

namun memiliki dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih 

dalam proses pemungutan suara. Kondisi cuaca yang ekstrem, seperti hujan 

lebat, banjir, atau suhu ekstrem dapat menjadi kendala fisik yang 
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menghambat partisipasi pemilih, terutama di wilayah dengan infrastruktur 

yang belum memadai. Faktor ini dapat memengaruhi aksesibilitas tempat 

pemungutan suara serta meningkatkan disparitas partisipasi politik di 

berbagai daerah. 

3. Geografi Representasi berfokus pada struktur wilayah dan ruang pemilihan 

membentuk dan dibentuk oleh proses representasi politik terutama dalam 

sistem perwakilan elektoral (Johston & Pattie, 2006). Kerangka ini membantu 

memahami bagaimana representasi politik terbentuk, dialokasikan, dan 

berubah dalam ruang geografis melalui tiga konsep utama, konteks teritorial, 

pola dukungan spasial, dan transformasi lanskap elektoral. 

a) Konteks Teritorial 

Konsep ini merujuk pada karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan 

historis yang melekat pada suatu wilayah geografis dan secara langsung 

memengaruhi perilaku politik masyarakat serta dinamika elektoral di 

wilayah tersebut (Johston & Pattie, 2006). Wilayah dengan konfigurasi 

sosial tertentu, seperti dominasi etnis atau agama maupun perbedaan 

struktur permukiman, akan memengaruhi siapa yang memiliki peluang 

lebih besar untuk terpilih. Konteks kelas sosial, sejarah konflik atau isu-

isu politik yang dominan, serta strategi representasi yang diadopsi oleh 

aktor politik dalam merespons karakteristik wilayah tersebut juga dapat 

membentuk preferensi pemilih. 

 

b) Pola Dukungan Spasial 

Pola distribusi dukungan pemilih terhadap partai politik atau kandidat 

dalam ruang geografis tertentu yang mencerminkan segmentasi 

elektoral berdasarkan sebaran wilayah, konsentrasi basis dukungan, 

serta diferensiasi antara daerah yang mendukung dan tidak mendukung 

(Taylor & Johnston, 1979). Pola spasial ini penting untuk 

mengidentifikasi wilayah-wilayah basis, daerah kompetitif, maupun 
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wilayah oposisi, yang masing-masing berimplikasi pada strategi 

kampanye dan alokasi sumber daya politik. Representasi politik dalam 

sistem distrik tidak semata-mata bergantung pada jumlah suara, 

melainkan juga ditentukan oleh konsentrasi spasial dukungan, di mana 

wilayah dengan dukungan yang terfokus sering kali memperoleh 

keunggulan politik yang lebih besar dalam proses perwakilan (Johston 

& Pattie, 2006). Pola ini juga menjadi dasar dalam pembentukan atau 

penataan ulang daerah pemilihan, serta menjadi indikator penting dalam 

menilai keadilan representasi dalam sistem elektoral. 

 

c) Transformasi Lanskap Elektoral 

Electoral landscape transformation atau transformasi lanskap elektoral 

menjelaskan proses perubahan struktur geografis dukungan elektoral 

dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh dinamika demografi, 

mobilitas pemilih, penataan ulang daerah pemilihan (redelineasi), serta 

perkembangan politik lokal maupun nasional (Johston & Pattie, 2006). 

Transformasi ini mencerminkan bagaimana peta politik suatu wilayah 

berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan sosial-politik yang 

terjadi dalam masyarakat. Pergeseran dukungan politik di suatu wilayah 

dapat mengubah keseimbangan kekuasaan yang memicu kebutuhan 

akan redelineasi, atau akan menimbulkan perdebatan mengenai keadilan 

representasi, khususnya apabila disertai dengan praktik manipulasi 

batas daerah pemilihan atau gerrymandering.  

 

Penataan wilayah pemilihan yang strategis dapat menentukan tingkat 

kompetisi antarkandidat serta distribusi kekuatan politik di parlemen. 

Jumlah dan batasan distrik memiliki implikasi strategis dalam proses 

elektoral bergantung pada sebaran geografis basis dukungannya karena 

dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi partai politik tertentu 

(Hardy, 1990). Distribusi suara dianalisis melalui pemetaan hasil pemilu 
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berdasarkan batas administratif seperti provinsi atau daerah pemilihan. 

Variasi dukungan di berbagai wilayah mencerminkan dinamika 

preferensi pemilih yang secara agregat menentukan hasil pemilu.  

 

Praktik gerrymandering mencerminkan distorsi terhadap prinsip 

keterwakilan geografis yang adil dalam fokus geografi representasi, 

memperburuk polarisasi, dan melemahkan legitimasi demokrasi 

(Pramono & Kartawidjaja, 2007). Fokus ini menjadi pendekatan utama 

dalam menjawab rumusan masalah penelitian terutama untuk 

menganalisis konfigurasi representasi politik dapat dikonstruksikan 

melalui praktik penataan ulang daerah pemilihan (redelineasi dapil) 

dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung, serta sejauh 

mana proses tersebut menunjukkan indikasi praktik gerrymandering 

yang berpotensi memengaruhi capaian perolehan suara Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB). 

 

2.1.1. Praktik Gerrymandering 

Praktik gerrymandering berakar dari penataan ulang batas distrik pemilihan oleh 

Gubernur ke-9 Massachusetts pada tahun 1812. Salah satu distrik yang dibentuk 

menyerupai bentuk salamander, melahirkan istilah gerrymander. Praktik ini 

merupakan bentuk rekayasa spasial yang mempertimbangkan konsentrasi suara lawan 

serta karakteristik pemilih, seperti etnisitas dan afiliasi politik (Johnston, 2000; 

McDonough, 2020). Bentuk distrik yang tidak kompak sering kali mengindikasikan 

manipulasi batas wilayah sehingga konfigurasi perlu disusun cermat dengan 

mempertimbangkan faktor geografis alamiah (Hardy, 1990; NCTM, 2012). Merriam 

Webster menjelaskan bahwa gerrymandering adalah tindakan membagi wilayah 

pemilihan dengan tujuan memberikan keuntungan elektoral kepada satu partai melalui 
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pemusatan kekuatan pemilih oposisi di beberapa distrik, sementara menyebarkan 

kekuatan partai dominan di distrik lainnya (LWVNC, 2017).  

Batas wilayah pemilihan berfungsi sebagai instrumen strategis yang dapat dimanipulasi 

untuk mempertahankan dominasi politik pihak yang berkuasa melalui manipulasi 

ukuran daerah pemilihan. Daerah pemilihan dengan jumlah kursi kecil cenderung 

menguntungkan partai besar karena ambang batas keterpilihan menjadi lebih tinggi. 

Dapil dengan jumlah kursi besar sebaliknya justru membuka peluang lebih besar bagi 

partai kecil atau partai baru, maka desain teknis dapil secara strategis dapat 

dimanfaatkan untuk mendistorsi kompetisi politik yang adil (Pramono & Kartawidjaja, 

2007).  

Fenomena ini dalam praktik gerrymandering disebut sebagai ketimpangan representasi 

antara wilayah berpenduduk padat dan wilayah berpenduduk jarang atau 

malapportionment, dimana rekayasa spasial berbasis preferensi politik turut 

memperburuk ketidaksetaraan dalam sistem perwakilan (Johnston, 2002). Ketika batas 

wilayah disusun dengan motif partisan, hasil pemilu yang dihasilkan tidak lagi 

mencerminkan prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV) sehingga prinsip 

representasi demokratis dapat terdistorsi (Sadikin, 2016). 

Redelineasi peta daerah pemilihan secara visual tampak sah akibat adanya bias 

substantif tersembunyi yang menguntungkan aktor politik tertentu. Praktik 

gerrymandering secara langsung melemahkan keterhubungan antara pemilih dan wakil 

rakyat mereka yang pada gilirannya menurunkan kualitas representasi serta partisipasi 

politik warga negara (Hardy, 1990). Fenomena ini mencerminkan bagaimana kontrol 

atas ruang politik melalui redelineasi daerah pemilihan dapat secara signifikan 

memengaruhi hasil politik dengan mengesampingkan aspirasi kolektif rakyat.  

Praktik gerrymandering telah menjadi ancaman laten bagi kualitas demokrasi selama 

berabad-abad, dan risikonya kian menguat seiring dengan kemajuan teknologi 

pemetaan dan melemahnya kerangka hukum yang mengatur proses penataan daerah 
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pemilihan (Kirschenbaum & Li, 2023). Sistem pemilihan umum di Indonesia 

menetapkan bahwa pembentukan daerah pemilihan merupakan kewenangan Komisi 

Pemilihan Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(PKPU) Nomor 6 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 2.  

“KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip: 

a. kesetaraan nilai suara; 

b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; 

c. proporsionalitas;  

d. integritas wilayah; 

e. berada dalam cakupan wilayah yang sama  

f. kohesivitas; dan  

g. kesinambungan,” (PKPU, 2022). 

 

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur dapil yang dibentuk 

mampu mencerminkan representasi politik yang adil, setara, serta selaras dengan 

realitas sosial dan geografis masyarakat pemilih. Struktur daerah pemilihan dalam 

praktiknya sering kali tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keterwakilan 

yang adil. Fenomena ini kerap dirujuk sebagai keberadaan ‘Dapil Superman’, yaitu 

suatu wilayah pemilihan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menguntungkan 

aktor politik tertentu. Kondisi ini membuka ruang untuk menelaah sejauh mana desain 

teknis dan implementasi pembentukan dapil dapat memengaruhi capaian elektoral 

partai politik tertentu (Sadikin, 2016). 

PKB mencatat peningkatan signifikan dalam perolehan suara secara nasional, termasuk 

di tingkat provinsi maupun kota pada Pemilu Legislatif 2024, namun peningkatan 

tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan perolehan kursi legislatif di DPRD 

Kota Bandar Lampung. Teori gerrymandering menjadi kerangka analitis yang relevan 

untuk menjelaskan deviasi antara prinsip normatif pembentukan dapil dan praktik 

elektoral lokal. Gerrymandering umumnya dilakukan melalui dua strategi teknis, yakni 

cracking dan packing, yang masing-masing bertujuan untuk memecah kekuatan suara 
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oposisi atau mengonsolidasikannya secara berlebihan dalam satu wilayah untuk 

mengurangi efektivitas elektoralnya (Hardy, 1990). Kedua strategi ini merupakan 

bentuk manipulasi spasial yang menyasar pada konsentrasi dukungan politik lawan 

agar tidak mampu memperoleh kursi secara proporsional dalam sistem perwakilan 

(Jones, 2018). 

 

a) Packing 

Strategi packing atau pemadatan merujuk pada tindakan mengonsolidasikan pemilih 

dari kelompok oposisi ke dalam satu atau beberapa distrik tertentu sehingga tidak 

memberikan dampak elektoral yang maksimal secara agregat. Konsentrasi suara yang 

ekstrem di satu dapil mengakibatkan kelompok oposisi hanya dapat memenangkan 

kursi dalam jumlah terbatas di wilayah tersebut, bersamaan dengan hilangnya peluang 

untuk memperoleh pengaruh di dapil lain karena suara dukungannya telah 

‘dipadatkan’.  Packing mengurangi pengaruh politik kelompok tertentu sehingga 

mengakibatkan distorsi representasi politik yang signifikan. Strategi ini sering 

dipandang sebagai bentuk gerrymandering yang merugikan demokrasi karena 

mengurangi keberagaman suara dalam parlemen. Packing menciptakan efek distorsi 

representasi dengan mengurangi efisiensi elektoral kelompok dalam skala yang lebih 

luas, terutama dalam sistem pemilu yang menerapkan prinsip representasi proporsional 

atau mayoritas sederhana (Jones, 2018; Mitelectionlab, 2023). 

Contoh konkret dari packing adalah ketika partai penguasa memetakan wilayah-

wilayah urban progresif yang mendukung partai oposisi ke dalam satu dapil besar, 

namun memecah dukungan partainya sendiri ke dalam beberapa dapil kecil agar tetap 

mendominasi. Hasilnya, partai oposisi hanya memenangkan satu kursi dari satu dapil 

meskipun memiliki proporsi dukungan yang besar secara keseluruhan. Strategi ini 

menegaskan bagaimana kekuatan pemilih oposisi secara spasial dapat dikonsentrasi 

dan dikurung dalam zona yang terbatas, yang mengakibatkan tingkat representasi 

politik lebih besar dibandingkan proporsi jumlah penduduk atau local over-

representation, dan sebaliknya wilayah dengan jumlah penduduk tinggi justru 
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mendapatkan porsi kursi yang lebih kecil secara proporsional atau national under-

representation (Jones, 2018). 

 

b) Cracking 

Cracking adalah strategi pemecahan kelompok pemilih yang homogen atau pemilih 

yang memiliki preferensi politik serupa ke dalam beberapa distrik untuk melemahkan 

kekuatan politik mereka. Pemecahan atau penyebaran pemilih lawan merupakan upaya 

sistematis agar suatu partai tidak memiliki cukup suara untuk memenangkan distrik 

manapun. Strategi ini menciptakan kondisi di mana pemilih oposisi tersebar terlalu 

minim untuk membentuk mayoritas dalam dapil di mana pun. Kekuatan kolektif suara 

kelompok secara sengaja didistribusikan secara tipis-tipis sehingga tidak mampu 

mencapai ambang batas keterpilihan di masing-masing dapil. Peluang kelompok 

tersebut untuk memperoleh representasi politik menjadi sangat kecil. Implikasi dari 

strategi ini sangat serius dalam pembahasan representasi demokratis karena dapat 

melemahkan representasi kelompok minoritas politik dan secara substansial membatasi 

kapasitas mereka untuk memengaruhi proses legislasi secara proporsional meskipun 

jumlah total pemilih mereka signifikan. Strategi ini menjadi opsi utama yang 

digunakan untuk memecah kelompok-kelompok berbasis identitas seperti etnis 

minoritas, agama, atau kelas pekerja sehingga melemahkan kekuatan kolektif mereka 

dalam berpolitik (Mitelectionlab, 2023; Lovit, 2024).  

 

c) Redelineasi dan Legitimasi Politik 

Redelineasi merupakan proses penataan ulang batas wilayah pemilihan untuk 

memastikan representasi yang adil dan proporsional dalam sistem demokrasi untuk 

mencegah manipulasi politik, menjaga integritas, dan mencerminkan prinsip 

OPOVOV (Altman & McDonald, 2010). Praktik gerrymandering melalui strategi 

packing dan cracking secara sistematis melemahkan prinsip tersebut dengan mereduksi 

nilai representasi dari kelompok politik tertentu. Kedua strategi ini juga berkonsekuensi 
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pada melemahnya akuntabilitas wakil rakyat akibat hubungan antara pemilih dan 

wakilnya tidak lagi didasarkan pada keterwakilan yang sejati tetapi lebih kepada 

konfigurasi spasial yang direkayasa. Hasil pemilu yang terdistorsi berujung pada 

outcome berupa peningkatan apatisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap 

sistem demokrasi itu sendiri (Sadikin, 2016; Kirschenbaum & Li, 2023).  

Pemilu 2019 sebagai contoh, Kota Bogor yang secara geografis dan karakteristik sosial 

berbeda dengan Kabupaten Cianjur digabung menjadi satu dapil (Jawa Barat III), 

padahal Kota Bogor lebih dekat dan lebih mirip karakteristik kewilayahan dengan 

Kabupaten Bogor atau Depok. Pembentukan daerah pemilihan ini disinyalir 

merupakan ulah DPR RI yang memuat unsur transaksi politik antaranggotanya. Daerah 

pemilihan dijadikan alat tawar-menawar untuk kepentingan partai. Praktik tersebut 

diduga keras merupakan usulan dari salah satu fraksi yang yakin akan memperoleh 

keuntungan kursi meskipun penggabungan tersebut tidak geografis atau sosial-kultural 

yang wajar. Jumlah kursi yang semula 10 kursi melalui proses redelineasi bertambah 

menjadi 12 kursi. Kondisi ini memicu reaksi keras untuk dibentuk dapil terpisah karena 

menyebabkan pemecahan basis suara lawan dan penggabungan dapil yang merupakan 

basis massa partai tertentu. Calon dari Kota Bogor kesulitan berkampanye akibat 

perbedaan karakteristik wilayah dan biaya kampanye yang berbeda jauh antara kedua 

daerah. Penggabungan wilayah diduga sebagai strategi politik untuk menguntungkan 

Partai Demokrat yang pada pemilu 2019 mengalami lonjakan suara signifikan di dapil 

Jawa Barat III (Lestari, 2016; Riansyah, 2022). 

Penggabungan Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru menjadi satu dapil juga 

menjadi contoh praktik gerrymandering karena melangkahi Kabupaten Banjar yang 

secara administratif dan demografis lebih relevan dengan Kota Banjarmasin. 

Penggabungan ini dianggap melanggar prinsip kesinambungan antarsatu kesatuan 

wilayah dan mengabaikan komunitas kepentingan yang berpotensi mengurangi 

representasi politik yang adil bagi penduduk Kabupaten Banjar (Kajaksana, 2022).  

Disproposionalitas suara di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat pembagian 

dapil tunggal juga menjadi contoh bagaimana konfigurasi dapil memengaruhi 
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representasi politik secara signifikan. Beberapa partai seperti Golkar, PKB, dan PDIP 

mendapatkan kelebihan representasi sementara partai lain seperti PPP dirugikan karena 

suara partai mereka tidak terwakili secara proporsional (Pamungkas, 2010). Proses 

redelineasi kenyataannya ketika dilakukan secara adil dan transparan seharusnya 

memperkuat prinsip proposionalitas dengan represatasi yang adil dan adaptif terhadap 

dinamika demografis melalui pemanfaatan data demografis terkini untuk memastikan 

setiap dapil memiliki jumlah penduduk yang seimbang. Prinsip transparansi dan 

integritas dalam pengelolaan data pemilih dan proses pemilu juga penting untuk 

mencegah kecurangan dan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil 

pemilu (Juwita dkk., 2023).  

Transparansi dalam proses redelineasi dapat diwujudkan melalui keterlibatan 

masyarakat dan lembaga pengawas independen dalam konsultasi dan pengambilan 

keputusan. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU 

mendorong masyarakat untuk memahami dan mengawasi proses pemilu secara 

menyeluruh sehingga menghindari manipulasi politik dan memastikan keadilan dalam 

distribusi suara. Proses yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif dan 

akuntabel membuat hasil redelineasi mencerminkan kehendak rakyat secara adil 

(Jannah dkk., 2025). 

Redelineasi sangat rentan dijadikan instrumen manipulatif melalui praktik-praktik 

gerrymandering. Proses redelineasi dapil yang dilakukan oleh KPU meskipun diklaim 

sudah berdasar pada prinsip proporsionalitas jumlah penduduk dan keterjangkauan 

geografis, tetapi peluang bagi intervensi politik yang menggiring redelineasi ke arah 

partisan akan tetap terbuka. Intervensi politik umumnya dilakukan oleh aktor-aktor 

politik, seperti partai politik dan anggota DPR yang memiliki kepentingan untuk 

memengaruhi pembentukan daerah pemilihan demi keuntungan elektoral (MKRI, 

2022; Nurjanah, 2022). 
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Intervensi juga dapat datang dari resistensi atau tekanan partai-partai politik yang sudah 

mapan untuk mempertahankan daerah pemilihan yang menguntungkan mereka. 

Perubahan daerah pemilihan yang diusulkan oleh KPU akibatnya sering mendapat 

penolakan dari partai yang merasa dirugikan sehingga proses redelineasi menjadi arena 

tarik-menarik kepentingan politik yang partisan. Praktik gerrymandering dimanfaatkan 

untuk memperkuat posisi politik melalui perubahan komposisi jumlah kursi dalam satu 

dapil atau pemindahan batas administratif yang secara halus menguntungkan partai 

tertentu, terutama bagi kelompok partai yang dominan dalam lobi politik dan pengaruh 

kelembagaan (Lestari, 2016; Azhar dkk., 2023). 

Sistem pemilu legislatif di Indonesia menggunakan dapil berwakil jamak dengan 

alokasi 3 hingga 10 kursi per dapil. Partai-partai besar di tingkat lokal kerap 

memanfaatkan perubahan batas dapil dan alokasi kursi untuk mengoptimalkan peluang 

elektoral. Kompleksitas sistem ini yang tidak sepenuhnya proporsional membuka 

ruang bagi praktik gerrymandering. Partai politik dominan seperti PDIP dan Golkar, 

dengan kekuatan kelembagaan dan jejaring politik yang luas, memiliki pengaruh 

signifikan dalam proses lobi politik terkait penentuan dapil dan distribusi kursi 

(Humas, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2015). 

Praktik patronase dan politik uang juga masih marak di tanah air yang semakin 

memperkuat posisi partai tertentu dalam memengaruhi perubahan batas dapil atau 

komposisi kursi. Partai yang memiliki kekuatan finansial dan jaringan klienelisme yang 

kuat dapat lebih efektif dalam melakukan lobi politik untuk perubahan yang 

menguntungkan sepihak. Perubahan batas administratif yang dilakukan secara halus 

sulit terdeteksi dan diawasi secara transparan sehingga membuat rugi partai politik 

kecil atau partai politik baru yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengaruh 

(Humas, 2012; Aspinall & Sukmajati, 2015). Kondisi ini yang disebut ketidakadilan 

spasial, yaitu ketika desain teritori tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan elektoral, 

melainkan kepentingan kekuasaan yang dominan (Sasadara, 2024). 
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d) Dampak Terhadap Kualitas Demokrasi 

Strategi packing dan cracking dalam kajian geografi elektoral melibatkan dimensi 

teknis pemetaan, dan memperhitungkan karakter sosial wilayah seperti afiliasi politik, 

etnisitas, agama, dan kelas sosial. Praktik-praktik ini menggunakan data spasial dan 

data demografi secara simultan untuk mengidentifikasi wilayah rentan yang dapat 

dijadikan target manipulasi (Kristiyanto dkk., 2023). Redelineasi kerap dipersepsikan 

sebagai alat strategis yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan representasi 

demokratis karena hasil sejumlah studi terdahulu membuktikan bahwa telah terjadinya 

praktik gerrymandering, baik packing dan cracking di Indonesia. Demokrasi melalui 

strategi packing dan cracking tetap dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya 

memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk dan keberagaman politik. Strategi ini 

dapat dimanfaatkan untuk memastikan bobot yang setara dari setiap suara, 

mempersempit dominasi kelompok politik tertentu dalam suatu dapil, dan mengurangi 

praktik politik identitas yang eksklusif (Amelta dkk., 2024). 

Demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik identitas dan 

lemahnya institusi demokrasi. Kualitasnya sangat bergantung pada kebebasan sipil, 

kebebasan berekspresi, serta kekuatan institusi demokratis (Karima & Izzati, 2023; 

Nada dkk., 2023; Dadang, 2024). Pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan agar 

penataan dapil tidak menjadi instrumen manipulasi politik, melainkan berfungsi 

menjaga stabilitas dan mendorong partisipasi politik masyarakat (Suyahmo & 

Munandar, 2017). Kekhawatiran atas bias politik dalam penetapan dapil semakin 

menguat ketika hasil redelineasi tampak tidak proporsional, disertai dugaan pemecahan 

atau pemadatan suara oposisi secara tidak adil. Studi di Jawa Tengah pada Pemilu 2019 

menunjukkan bahwa redelineasi yang mengabaikan prinsip kesetaraan suara, integritas 

wilayah, dan kohesi sosial dapat mengarah pada praktik gerrymandering. 

Penggabungan wilayah agraris dengan wilayah perkotaan yang memiliki karakter 

ekonomi berbeda menciptakan ketidaksesuaian spasial dan sosial, yang pada akhirnya 

berpotensi menimbulkan distorsi serius dalam sistem representasi politik (Titis & 

Permana, 2019). 
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Studi kasus di Wisconsin juga menunjukkan bagaimana peta distrik legislatif yang 

dibuat pada 2011 dengan menggunakan teknik packing dan cracking untuk 

memperkuat mayoritas Partai Republik di badan legislatif negara bagian. Distrik-

distrik di sekitar Milwaukee didesain sedemikian rupa sehingga pemilih Partai 

Demokrat yang terkonsentrasi di kota tersebut dipecah (cracking) ke dalam beberapa 

distrik yang mayoritasnya didominasi pemilih Partai Republik di pinggiran kota. 

Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan representasi yang signifikan meskipun 

bentuk distrik tampak normal secara visual. Pengadilan federal bahkan memutus bahwa 

peta tersebut merupakan partisan gerrymandering yang melanggar prinsip representasi 

demokratis (Jones, 2018). 

Sebuah studi lintas sektoral menggunakan data distrik kongres 2020 di Amerika Serikat 

(AS) juga menemukan bahwa partisan gerrymandering dengan teknik packing dan 

cracking tidak hanya berdampak pada hasil pemilu tetapi juga mendistorsi pemahaman 

tentang kebutuhan kesehatan masyarakat. Distrik yang dikuasai Partai Republik di 

negara bagian dengan gerrymandering yang kuat cenderung menunjukkan tingkat 

warga tanpa asuransi kesehatan yang lebih rendah, sementara distrik yang dikuasai 

Partai Demokrat menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan distrik 

yang dibuat secara non-partisan. Praktik gerrymandering berarti juga memengaruhi 

representasi sosial dan ekonomi yang berujung pada pemahaman yang salah tentang 

beban kesehatan masyarakat di tingkat distrik (Berkowitz dkk., 2024). 

Kesenjangan antara proporsi suara dan alokasi kursi legislatif (vote-seat gap) 

menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi pemilu sebagai pilar 

demokrasi. Robert Dahl memandang bahwa demokrasi yang sehat menuntut adanya 

kesetaraan efektif dalam partisipasi politik dan proporsionalitas representasi, sementara 

praktik manipulatif seperti gerrymandering justru memperbesar ketimpangan suara, 

menguatkan dominasi kelompok mayoritas, dan mengabaikan suara kelompok 

minoritas (Dahl & Ericson, 1972). Kualitas deliberasi publik menurun dan 

dipertanyakannya legitimasi hasil pemilu menjadi output praktik gerrymandering 

(Norris, 2012). Ketimpangan antara perolehan suara dan pembagian kursi bukan 
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sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap keadilan elektoral. Praktik 

gerrymandering memperkuat dominasi segelintir kekuatan politik dan menekan 

aspirasi kelompok minoritas, yang pada akhirnya mencederai legitimasi pemilu dan 

memperlemah fondasi demokrasi deliberatif.  

 

2.2. TeoriُPartaiُPolitikُ 

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi 

sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik sebagai 

organisasi bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik 

melalui mekanisme pemilihan umum dengan peran utama dalam artikulasi dan 

agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, serta perumusan dan 

implementasi kebijakan publik. Partai politik juga berperan dalam menciptakan 

stabilitas dan legitimasi politik dengan menyediakan mekanisme partisipasi dan 

perwakilan rakyat (Heywood, 2013; Harruma, 2022). Partai politik sebagai wadah 

penyerapan dan penyaluran aspirasi politik memiliki peran strategis dalam pendidikan 

politik, pembentukan opini publik, dan pengembangan kader politik yang kompeten. 

Studi mengenai partai politik mencakup analisis struktur internal partai, strategi 

kampanye, serta dinamika kompetisi antarpartai (Abra, 2021).  

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai 

politik di Indoensia berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan dan menetapkan 

kebijakan negara sehingga keberadaannya menjadi krusial untuk memastikan 

keterwakilan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (Harruma, 2022). 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sisi lain kenyataannya sering kali 

merupakan implementasi dari program dan visi partai politik yang berkuasa (Ridwan, 

2022).  
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Kepentingan partai politik yang mendukung pengambil kebijakan oleh karenanya harus 

selaras dengan aspirasi masyarakat. Partai politik yang efektif dilihat dari kapasitas 

untuk menyerap dan mengartikulasikan aspirasi rakyat menjadi kebijakan konkret dan 

implementatif. Partai politik yang gagal menjalankan fungsi tersebut berisiko membuat 

kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan elite politik (Aba dkk., 2023). 

Keputusan pemilih dalam menentukan pilihan politik di sisi lainnya memiliki implikasi 

terhadap kualitas pemerintahan terutama menyangkut pemenuhan janji kampanye, 

pengelolaan sumber daya yang transparan, dan tanggung jawab terhadap tindakan yang 

diambil (Ridwan, 2022).  

Responsivitas partai politik sebaliknya mengacu pada kemampuan partai dalam 

menanggapi aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif (Putra dkk., 2022). Partai 

politik sebagai entitas politik yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan 

budaya, memiliki beberapa karakteristik utama (Abra, 2021): 

1. Akar Sosial yang Kuat – Partai politik memiliki jaringan cabang di berbagai 

daerah menunjukkan keterlibatan aktif dalam dinamika politik lokal serta 

keterhubungan dengan kepentingan masyarakat. 

2. Kegiatan Berkelanjutan – Partai politik menyusun program kegiatan secara 

sistematis dan berkesinambungan guna menjalankan fungsi politiknya secara 

optimal. 

3. Orientasi Kekuasaan – Partai politik bertujuan memperoleh dan 

mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan sebagai sarana untuk 

mewujudkan agenda politiknya. 

4. Partisipasi dalam Pemilu – Keikutsertaan dalam pemilu menjadi mekanisme 

legitimasi demokrasi yang menegaskan peran partai sebagai representasi politik 

masyarakat. 

5. Landasan Ideologis – Setiap partai politik berpegang pada ideologi tertentu 

yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan 

politik. 
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6. Agen Perubahan Sosial – Partai politik berperan sebagai instrumen mobilisasi 

massa untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas, seperti kemerdekaan atau 

reformasi sosial dalam konteks atau kondisi tertentu. 

Richard S. Katz mengklasifikasikan partai politik ke dalam 4 (empat) tipe utama, yaitu 

tipe partai kader, partai massa, catch all party, dan partai kartel (Katz & Crotty, 2006; 

Caramani, 2020; Fautanu, 2023). 

1. Partai Kader 

Partai politik berbasis pada kekuatan elite politik yang memiliki status sosial, 

ekonomi, dan politik yang tinggi sehingga cenderung muncul dari struktur 

kekuasaan yang telah mapan dan didominasi oleh individu-individu dengan 

posisi strategis dalam pemerintahan, bisnis, atau militer. Basis kekuatan partai 

ini bertumpu pada dominasi dalam parlemen serta pengaruh yang signifikan 

dalam berbagai lembaga negara melalui jaringan relasi antarelite. Dukungan 

terhadap partai ini lebih didasarkan pada hubungan patronase antara elite politik 

di dalam partai dengan struktur organisasi di tingkat bawah. Struktur organisasi 

partai ini bersifat ramping dengan fokus utama pada penguasaan parlemen dan 

pengaruh terhadap institusi negara. 

2. Partai Massa 

Partai politik ini berkembang dari basis sosial yang luas dan merepresentasikan 

kepentingan kelompok yang termarginalisasi dalam proses pengambilan 

kebijakan. Keberadaan partai massa merepresentasikan upaya untuk 

mengartikulasikan kepentingan kelompok akar rumput, seperti kelas pekerja, 

petani, atau komunitas keagamaan tertentu yang merasa tidak terakomodasi 

oleh elite politik arus utama. Partai ini mengedepankan mobilisasi massa 

berbasis ideologi dan identitas kolektif dengan struktur organisasi yang kuat 

serta bergantung pada dukungan finansial dari anggotanya karena berdasar pada 

keterikatan terhadap simbol atau nilai sosial partai.  
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3. Catch-All Party 

Partai politik ini merupakan bentuk evolusi dari model partai tradisional yang 

bertujuan menjangkau sebanyak mungkin segmen pemilih dari berbagai latar 

belakang sosial. Partai politik ini mengadopsi pendekatan pragmatis dengan 

mengurangi ketergantungan pada ideologi tertentu, memanfaatkan media 

massa secara intensif, serta menonjolkan pencitraan tokoh sentral dalam 

kampanye politik. Strategi politik yang diimplementasikan ditandai oleh 

fleksibilitas dalam mengangkat isu serta kemampuan adaptif dalam merespons 

dinamika opini publik pada setiap kontestasi elektoral. 

4. Partai Kartel 

Partai politik ini beroperasi melalui kolaborasi antarelite partai dalam rangka 

mempertahankan dominasi dalam sistem politik. Partai kartel ditandai oleh 

kedekatan hubungan dengan negara, yang mana partai-partai mapan 

mengandalkan sumber daya negara untuk keberlanjutan eksistensinya. 

Kompetisi antarpeserta pemilu bertransformasi menjadi kolaborasi antarpartai 

dalam upaya mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Ideologi, 

platform kampanye, serta basis pemilih mengalami penurunan signifikansi, 

karena partai kartel lebih memprioritaskan keberlanjutan kekuasaan. 

Kemunculan partai-partai baru kemudian menjadi konsekuensi dari proses 

demokratisasi dan reformasi yang membuka ruang partisipasi politik bagi berbagai 

kelompok masyarakat. Dinamika ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan 

elektoral segmen masyarakat yang merasa tidak terwakili oleh partai-partai yang telah 

mapan. Fenomena ini menggambarkan situasi historis ketika sistem politik mengalami 

transisi akibat perubahan sosial dari struktur tradisional menuju bentuk yang lebih 

kompleks dan modern (Barokah dkk., 2022). Partai politik baru di era disrupsi memiliki 

peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi, khususnya media sosial, sebagai 

sarana mobilisasi massa dan pencitraan politik (Majid, 2023).  
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Media sosial dianggap lebih efektif dan efisien secara biaya, serta memiliki daya 

jangkau yang luas dibandingkan metode kampanye konvensional. Integrasi teknologi 

digital dalam komunikasi politik meningkatkan efektivitas kampanye, mempercepat 

proses pengenalan partai di tengah masyarakat, serta memperkuat daya saing dalam 

kontestasi elektoral (Majid, 2023). Disrupsi teknologi bagaimanapun juga membawa 

tantangan signifikan bagi partai politik baru terutama meningkatnya potensi konflik di 

media sosial, dan penyebaran hoaks yang menggangu stabilitas iklim politik. Partai 

politik baru umumnya menghadapi kesulitan menarik dukungan publik melalui 

membangun figur kepemimpinan yang kuat dan populer. Kegagalan partai politik baru 

dalam pemilu sering kali disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan serta absennya 

strategi politik yang konsisten dan berkelanjutan (Barokah dkk., 2022). 

Kerentanan terhadap konflik internal juga menjadi persoalan serius bagi partai politik 

baru yang kerap kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan antaranggota serta 

lemahnya mekanisme demokrasi internal. Sistem demokrasi internal yang kontinu 

diperkuat menjadi strategi penting guna mencegah disintegrasi organisasi dan 

membangun kohesi kelembagaan yang solid (Watoni & Puspitarini, 2022). 

Kemunculan berbagai partai politik baru juga memicu diskursus mengenai 

penyederhanaan sistem kepartaian. Fragmentasi politik akibat banyaknya partai yang 

berkompetisi dalam pemilu dapat menambah kompleksitas sistem pemilihan dan 

membingungkan pemilih. Sejumlah kajian menekankan pentingnya reformasi sistem 

kepartaian untuk meningkatkan efektivitas demokrasi (Romli, 2011). 

Partai politik lama seperti PKB diasumsikan teoritik oleh penulis sebagai partai massa. 

PKB tumbuh dari basis sosial-keagamaan yang luas, khususnya NU yang menjadi 

konstituen utama dan fondasi sosial-politik. Karakteristik PKB sebagai partai massa 

tercermin dalam orientasi ideologisnya terhadap nilai-nilai Islam moderat, dan jejaring 

sosial-keagamaan di tingkat akar rumput. PKB memainkan peran strategis dalam 

mengartikulasikan kepentingan warga NU ke arena politik formal serta menjembatani 

aspirasi sosial menuju proses legislasi dan perumusan kebijakan publik (PKB, 2024d). 
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Penguatan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung 

mencerminkan kemampuan partai ini dalam mempertahankan keterikatan ideologis 

dan kultural dengan basis pemilihnya. Pemahaman terhadap dinamika partai politik 

menjadi penting dalam kajian politik elektoral, terutama untuk menelaah interaksi 

antara partai dan pemilih selama siklus pemilihan umum. Faktor-faktor seperti struktur 

internal partai, strategi kampanye, citra kandidat, dan pola komunikasi politik memiliki 

pengaruh signifikan terhadap capaian elektoral. Teori partai politik ini digunakan 

sebagai kerangka analitis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap peningkatan perolehan kursi PKB pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di 

DPRD Kota Bandar Lampung terutama berdasarkan hasil wawancara.  
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2.3.ُ KerangkaُPikir 

 

  

Perolehan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung tidak berbanding 

lurus dengan jumlah kursi yang diraih, khususnya di Dapil 3 dan 4, meskipun terjadi peningkatan 

suara di seluruh dapil hasil redelineasi (3,4, 5, & 6). Melalui kajian geografi elektoral, analisis 

ini menelaah apakah penambahan kursi mencerminkan penguatan dukungan organik atau justru 

merupakan hasil intervensi strategis yang mengarah pada praktik gerrymandering dan berpotensi 

melanggar etika demokrasi. 

1) Apa dasar yang melatarbelakangi penataan ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 

di Kota Bandar Lampung? 

2) Bagaimana keterkaitannya terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 

wilayah tersebut? 

3) Mengapa terjadi perubahan dalam jumlah kursi dan pergeseran distribusi suara Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung? 

4) Bagaimana politik gerrymandering dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung? 

1. Dasar penataan ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung. 

2. Keterkaitan redelineasi dapil terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

3. Penyebab perubahan jumlah kursi dan pergeseran distribusi suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung. 

4. Politik gerrymandering dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung. 

 

Teori Geografi Elektoral Teori Partai Politik 

Gerrymandering dalam Pileg Kota Bandar Lampung berpeluang terjadi karena sistem pemilu 

Indonesia menggunakan mekanisme dapil berwakil jamak dan alokasi kursi yang kompleks. 

Celah ini semakin terbuka akibat penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat pemilih 

belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai bentuk, potensi, dan bahaya 

gerrymandering, sehingga ruang pengawasan menjadi terbatas. 

Kualitatif (In Depth Interview & Data Statistik Sekunder)  

Kesiapan menghadapi pemilu, baik dari strategi internal maupun eksternal partai dan caleg, 

tanpa disertai pengetahuan tentang potensi gerrymandering membuka peluang bagi partai 

dominan untuk melakukan lobi atau manipulasi politik yang tampak sah secara hukum. 

Praktik Gerrymandering 
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III. METODEُPENELITIAN 

 

3.1. TipeُPenelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif 

dengan dasar memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sikap, keyakinan, 

motif, dan perilaku individu. Metode ini mengeksplorasi perspektif, makna, dan 

pengalaman, mengungkap wawasan baru, serta mengidentifikasi struktur sosial atau 

proses yang melatarbelakangi perilaku manusia. Salah satu keunggulan utama metode 

kualitatif adalah ketergantungannya pada interaksi yang intensif antara peneliti dan 

subjek penelitian yang sering kali mendorong ditemukannya informasi tidak terduga 

terutama yang sulit dicapai melalui pendekatan kuantitatif. (Mays & Pope, 1995; Mays 

& Pope, 2000). 

Williams (1998) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif mencakup kecenderungan 

deskriptif situasional dan analisis isi yang mendalam, mulai dari perumusan proposal, 

proses penelitian, perumusan asumsi teoretik, analisis data, hingga penarikan 

kesimpulan (Musianto, 2002). Bogdan dan Taylor mendefinisikan mepenelitian 

kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2015). Lexy 

J. Moleong menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena 

yang dialami subjek secara holistik dengan memposisikan subjek dan objek penelitian 

sebagai entitas yang saling berinteraksi, tidak terpisahkan, dan tumpang tindih 

(Moleong, 2018). Penyajian setiap data sebagai fakta empiris yang menggambarkan 

fenomena tertentu terutama data statistik memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai karakteristik variabel serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Metode 

kualitatif ini membangun asumsi teoritis yang ilmiah (Raco, 2010). 
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Pendekatan kuantitatif tidak dipilih untuk kajian ini meskipun bermanfaat untuk 

menggambarkan pola statistik secara luas karena tidak memadai untuk menjelaskan 

mengapa dan bagaimana perubahan dapil berdampak secara spesifik pada PKB. 

Pendekatan mixed methods dapat menjadi alternatif meskipun sebenarnya tidak 

dibutuhkan karena dimensi kuantitatif yang dihadirkan bersifat pelengkap, bukan inti 

dari proses penarikan kesimpulan (Creswell, 2014).  

Pendekatan kualitatif lebih relevan dalam kajian ini untuk memahami secara mendalam 

dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi penataan ulang daerah pemilihan serta 

keterkaitannya terhadap perolehan suara PKB dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota 

Bandar Lampung. Tujuan kajian ini menuntut eksplorasi atas sikap, persepsi, dan motif 

aktor-aktor politik lokal, yang hanya dapat dijangkau melalui pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti 

untuk menangkap nuansa konteks lokal, proses politik informal, dan pertimbangan 

strategis para aktor, yang menjadi inti persoalan dalam studi tentang perubahan struktur 

dapil dan pergeseran suara partai. Penelitian ini lebih jauh akan menjawab mengapa 

dan bagaimana proses politik tersebut berlangsung dengan bertumpu pada hasil 

wawancara mendalam, yaitu menyentuh aspek strategi kampanye, persepsi tentang 

keadilan pemilu, serta dinamika relasi kuasa antarpartai. Semua aspek tersebut 

memerlukan interpretasi kontekstual dan tidak dapat dikuantifikasi secara langsung.  

Penggunaan triangulasi dalam pendekatan kualitatif kemudian semakin menguatkan 

validitas temuan. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai sumber data 

(wawancara mendalam, dokumentasi, dan data statistik) serta persepsi dari aktor yang 

berbeda latar belakang. Triangulasi ini membantu memastikan bahwa data yang 

diperoleh tidak bias dan telah diverifikasi melalui berbagai perspektif, serta digunakan 

untuk membandingkan realitas subjektif para pelaku politik dengan fakta-fakta empiris 

yang tersedia, seperti data distribusi suara dan jumlah kursi yang berubah (Moleong, 

2018). Hasil wawancara mendalam dengan pengurus partai politik akan dikonfirmasi 

dengan data perolehan suara resmi dan dokumentasi proses penataan dapil melalui 

rujukan beragam sumber.  
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3.2. FokusُPenelitian 

Penetapan fokus penelitian memegang peranan krusial dalam membatasi ruang lingkup 

studi sehingga memungkinkan peneliti untuk lebih terarah dalam proses pengumpulan 

data (Moleong, 2018). Peneliti dapat mengidentifikasi data yang relevan dan sesuai 

dengan tujuan penelitian apabila fokus yang ditetapkan secara jelas. Fokus penelitian 

dalam studi ini didasarkan pada hasil wawancara yang didukung oleh data statistik, 

yang mencakup: 

1. Dasar penataan ulang daerah pemilihan dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Implikasi Redelineasi Dapil terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB). 

3. Penyebab perubahan jumlah kursi dan pergeseran distribusi suara Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar 

Lampung 

4. Politik Gerrymandering dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.3. LokasiُPenelitian 

Pemilihan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Bandar Lampung sebagai lokus 

penelitian didasarkan pada pertimbangan teoritis dan metodologis yang kuat. Penelitian 

ini secara teoritis relevan dengan kajian geografi elektoral dan potensi praktik 

gerrymandering yang memengaruhi distribusi suara serta representasi politik partai, 

terutama partai non-dominan seperti PKB. Kota Bandar Lampung secara metodelogis 

dipilih karena memiliki kompleksitas sosial-politik yang tinggi, keragaman demografis 

yang kuat, dan mengalami perubahan signifikan dalam konfigurasi daerah pemilihan 

pada Pemilu 2024. 
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Studi kasus yang menguatkan adalah bertambahnya jumlah kursi legislatif PKB dari 

dua menjadi empat, yang tidak sepenuhnya sebanding dengan peningkatan suara secara 

proporsional. Perubahan ini terjadi setelah adanya redelineasi dapil yang mengarah 

terhadap indikasi praktik gerrymandering. Konteks inilah yang menjadikan Kota 

Bandar Lampung sebagai medan empirik yang strategis untuk mengkaji sejauh mana 

perubahan spasial memengaruhi keadilan representasi dalam pemilu legislatif di 

tingkat lokal. 

Kajian ini dilakukan dalam lingkup di 20 kecamatan, meliputi 1) Bumi Waras; 2) 

Enggal; 3) Kedamaian; 4) Kedaton; 5) Kemiling; 6) Labuhan Ratu, 7) Langkapura; 8) 

Panjang; 9) Rajabasa, 10) Sukabumi; 11) Sukarame; 12) Tanjung Seneng; 13) Tanjung 

Karang Barat; 14) Tanjung Karang Pusat; 15) Tanjung Karang Timur; 16) Teluk 

Betung Barat; 17) Teluk Betung Selatan; 18) Teluk Betung Timur; 19) Teluk Betung 

Utara; dan 20) Way Halim. Penelitian ini dengan metode wawancara akan dilakukan 

di sejumlah lokasi berikut; 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. Pulau 

Sebesi No. 90, Sukarame, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35128. 

2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Bandar Lampung, beralamat di Jl. 

Poebian No.83, Susunan Baru, Kec. Tj. Karang Barat. Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35115. 

3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Bandar Lampung, beralamat di 

Jl. Dr. Cipto Mangkusumo No. 29, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara. Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35214. 

4. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Bandar Lampung, 

beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Gedong Air, Kec. Tj. Karang Bar., Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35151. 
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3.4. JenisُdanُSumberُData 

Data dalam suatu penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori utama 

berdasarkan sumber dan metode pengumpulannya, yaitu data primer dan data sekunder 

(Sugiyono, 2015).  

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

sumber pertama tanpa melalui perantara untuk menjawab pertanyaan atau 

tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan. Data primer umumnya dianggap 

lebih akurat dan relevan terhadap penelitian kualitatif yang biasanya diperoleh 

melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, survei, atau kuesioner. 

Ciri khas dari data primer adalah sifatnya yang aktual serta menggambarkan 

kondisi pada saat pengumpulan data dilakukan sehingga memerlukan upaya 

yang lebih besar dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Data primer dalam 

kajian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui teknik pengumpulan 

data yang sistematis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau in-

depth interview dengan informan yang relevan terhadap isu perubahan 

perolehan suara PKB, terutama dari kalangan internal PKB, serta perwakilan 

dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai oposisi. 

 

2. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan 

oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang 

dilakukan. Data ini umumnya berbentuk dokumen, laporan, arsip, atau statistik 

yang telah dipublikasikan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti 

untuk menghemat waktu dan biaya, terutama pada tahap awal penelitian atau 

saat melakukan kajian pendahuluan. Peneliti yang memnafataan data sekunder 

tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian, validitas, dan reliabilitas data 

sekunder terhadap fokus penelitian. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh 

dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk 

mendukung analisis secara komprehensif. Data-data tersebut antara lain 

bersumber dari:  
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a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meliputi informasi mengenai 1) Daerah 

Pemilihan Kota Bandar Lampung, 2) jumlah suara yang diperoleh Partai 

PKB, serta 3) jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan 

Legislatif tahun 2019 dan 2024;  

b. Badan Pusat Statistik (BPS) seperti batas administratif kecamatan dan 

jumlah penduduk; serta  

c. Sumber pendukung lainnya seperti laporan penelitian, media massa, dan 

dokumen kebijakan tertentu yang relevan dengan konteks kajian geografi 

elektoral, praktik gerrymandering, dan perolehan suara partai dalam 

pemilu. 

 

3.5. Informan 

Penentuan sumber data dalam penelitian, khususnya dalam memilih informan 

wawancara merupakan aspek krusial dalam menjaga validitas dan reliabilitas hasil 

penelitian. Pemilihan informan dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada 

pertimbangan dan tujuan tertentu. Penggunaan purposive sampling bertujuan untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang 

tinggi. Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan 

pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan sumber dalam fenomena yang dikaji. 

Informan yang dipilih lebih lanjut merupakan individu-individu yang dianggap 

memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait 

kajian geografi elektoral terhadap perolehan suara PKB pada Pemilu Legislatif 2024, 

baik dari internal PKB di Tingkat Kota Bandar Lampung, dan perspektif lain dari 

Perwakilan KPU, dan partai oposisi.  

Seluruh informan yang diwawancarai telah menyatakan kesediaannya untuk 

disebutkan identitas (nama dan jabatan) secara terbuka dalam penulisan penelitian ini. 

Tidak ada penggunaan anonim dalam penyajian data wawancara. Pengutipan 
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pernyataan informan dilakukan secara campuran, yaitu dengan mencantumkan nama 

dan kode yang telah ditetapkan berdasarkan tabel informan di bawah ini. Pendekatan 

ini bertujuan untuk menjaga kejelasan atribusi data dan akuntabilitas narasi, sekaligus 

mempermudah pembaca dalam menelusuri sumber argumen atau pandangan yang 

disampaikan oleh masing-masing informan.  

Tabel 4. Informan Penelitian 

No. Informan Nama Kode AlasanُmemilihُInforman 

1. 

Komisioner 

KPU Kota 

Bandar 

Lampung  

(2019-2024) 

Dedy Triadi IFN01 

Memiliki pengetahuan strategis 

lembaga dan kewenangan dalam 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif 

2024, khususnya terkait regulasi dan 

teknis distribusi batas wilayah daerah 

pemilihan dan alokasi kursi. 

2. 

Kasubag Teknis 

Penyelenggaraan 

dan Hukum KPU 

Kota Bandar 

Lampung 

Badarudin 

Amir 
IFN02 

Memiliki pengetahuan strategis 

lembaga dan kewenangan dalam 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif 

2024, khususnya terkait regulasi dan 

teknis distribusi batas wilayah daerah 

pemilihan dan alokasi kursi. 

3. 

Caleg PKB yang 

terpilih di 

Legislatif Kota 

Bandar 

Lampung 

M. Rollan 

Nurfan 

(Sekretaris) 

IFN03 

Memiliki otoritas pengalaman dalam 

pemilu, khususnya terkait strategi 

politik, efektivitas kampanye, serta 

kontenstasi politik dalam dinamika 

perubahan daerah pemilihan (dapil) 

yang memengaruhi perolehan suara 

dan kursi partai. 

4. 

Dewan Pengurus 

Cabang (DPC) 

PKB Kota 

Bandar 

Lampung 

Agung Zawil 

Afkar Al 

Muhtad 

(Bendahara) 

IFN04 

Memiliki wawasan mendalam 

mengenai kebijakan internal partai, 

strategi pemenangan pemilu, 

pemetaan basis konstituen, serta 

penempatan calon legislatif dalam 

konfigurasi dapil yang baru. 

5. Caleg PKS yg 

belum terpilih di 

Legislatif Kota 

Bandar 

Lampung 

Julhaidir IFN05 Memiliki pengalaman dalam pemilu 

dari perspektif kegagalan, khususnya 

terkait kontenstasi politik, dan sebagai 

perspektif kompetitor yang terdampak 

langsung dari perubahan daerah 

pemilihan (dapil). 

6.  Adriani IFN06 

7. Rian Diasti IFN07 
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No. Informan Nama Kode AlasanُmemilihُInforman 

8. 

Dewan Pengurus 

Cabang (DPC) 

Partai Keadilan 

Sejahtera Kota 

Bandar 

Lampung 

Muhammad 

Suhada 

(Ketua) 

IFN08 

Merepresentasikan sebagai partai 

kompetitor untuk memberikan 

perspektif strategi politik, efektivitas 

kampanye terkait perubahan struktur 

dapil dan implikasinya terhadap 

peluang elektoral. 

9. 

Dewan Pengurus 

Cabang (DPC) 

Partai Gerindra 

Kota Bandar 

Lampung 

Asroni Paslah 

(Ketua) 
IFN09 

Merepresentasikan sebagai partai 

kompetitor untuk memberikan 

perspektif strategi politik, efektivitas 

kampanye terkait perubahan struktur 

dapil dan implikasinya terhadap 

peluang elektoral. 10. 
Rizaldi Adrian 

(Bendahara) 
IFN10 

11. 
Masyarakat 

Pemilih 

Beni Antoni IFN11 

Menyediakan perspektif akar rumput 

terkait faktor-faktor yang 

memengaruhi pregmentasi pemilih 

dukungan terhadap Partai PKB. 

Rudy 

Hartono 
IFN12 

Wiwik 

Wiarsih 
IFN13 

Shabrina IFN14 

Anissa 

Desfitrianti 
IFN15 

M. Lutfi 

Abdillah 
IFN16 

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2025. 

 

3.6. TeknikُPengumpulanُData 

Teknik pengumpulan data merujuk pada berbagai metode yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh informasi dari subjek dan sampel penelitian. McMillan dan 

Schumacher dalam karyanya yang berjudul “Research in Education: A Conceptual 

Introduction”, menguraikan empat teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif 

(McMillian & Schumacher, 1997), yang menjadi dasar dalam perolehan data dan 

kemudian dianalisis dalam penelitian ini. 
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1. Observasi - Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati 

langsung fenomena yang diteliti, baik secara partisipatif maupun non-

partisipatif. Observasi memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika 

sosial dan perubahan dapil yang terjadi pada Pileg 2024 di Kota Bandar 

Lampung sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif. 

2. Studi Dokumen - Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi 

dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan fokus 

penelitian. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap wawancara dalam 

pendekatan penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas 

temuan. Dokumen yang dikaji mencakup catatan resmi, dokumen kebijakan, 

buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, notulen rapat, berita daring, serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu. Dokumen yang digunakan dalam kajian ini 

meliputi dokumen hasil pemilu bersumber dari KPU, dokumen kependudukan 

& sosial bersumber dari BPS, UU, Peraturan, dan putusan MK terkait sistem 

pemilu dan penataan dapil, serta dokumen NU dan PKB. 

3. Wawancara - Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan atau 

keterlibatan dalam topik penelitian. Wawancara memainkan peran penting 

dalam mengungkap dasar perubahan konfigurasi wilayah di sejumlah daerah 

pemilihan di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi perolehan suara PKB termasuk perspektif informan mengenai 

preferensi politik pemilih dan strategi partai dalam memperoleh dukungan 

suara. Adapun terdapat 3 (tiga) teknik utama wawancara dalam penelitian 

kualitatif yang dapat digunakan, sebagai berikut (Neuman, 2014). 

a) Wawancara terstruktur, teknik ini menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya dan disampaikan secara konsisten kepada 

seluruh informan tanpa adanya improvisasi atau pertanyaan tambahan. 

Teknik ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 
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faktual dan kuantitatif untuk menghasilkan jawaban yang seragam dan 

mudah dianalisis secara statistik. 

b) Wawancara semi-terstruktur, teknik ini menggunakan pedoman 

wawancara yang bersifat fleksibel sehingga pewawancara dapat 

menyesuaikan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban narasumber. 

Teknik ini sangat cocok untuk menggali topik yang kompleks atau 

sensitif secara mendalam. Pertanyaan yang digunakan biasanya bersifat 

terbuka, seperti apa, mengapa, dan bagaimana, yang mengajak 

narasumber untuk berpikir dan memberikan jawaban panjang dan kaya 

informasi. Teknik ini juga mendorong adanya keterkaitan emosional 

antara pewawancara dan narasumber sehingga mendapatkan data yang 

autentik dan mendalam.  

c) Wawancara tidak terstruktur, yakni dengan menggunakan panduan 

pertanyaan terbuka namun tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti 

untuk menyesuaikan pertanyaan berdasarkan arah dan kedalaman 

jawaban informan. Tidak ada format atau urutan pertanyaan yang sama 

untuk semua responden sehingga hasilnya bisa sangat bervariasi. Teknik 

ini membuka ruang eksplorasi makna, motivasi, dan perspektif informan 

secara mendalam. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-

terstruktur dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh data yang 

mendalam dan kontekstual, namun tetap dalam kerangka topik yang terarah sesuai 

dengan fokus penelitian. Teknik wawancara semi-terstruktur ini membuka ruang bagi 

peneliti untuk menggali informasi lebih dalam ketika jawaban yang diberikan oleh 

informan masih bersifat umum atau belum memadai, dengan menyesuaikan dan 

menambahkan pertanyaan lanjutan berdasarkan respons yang muncul selama 

wawancara berlangsung.  
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Wawancara terstruktur di satu sisi cenderung kurang cocok untuk kajian ini karena 

terlalu kaku dan tidak memberi ruang eksplorasi jawaban mendalam. Wawancara tidak 

terstruktur di sisi lain bisa terlalu bebas sehingga hasilnya kurang konsisten dan sulit 

untuk dibandingkan antar responden serta berpotensi bias karena kurangnya struktur. 

Pemilihan teknik wawancara semi-terstruktur untuk studi ini relevan karena berfokus 

pada pemahaman fenomena sosial-politik yang kompleks seperti dampak perubahan 

konfigurasi daerah pemilihan, strategi pemenangan partai politik, serta persepsi 

pemilih dan elit politik lokal. Informasi semacam ini tidak dapat diperoleh secara 

optimal melalui wawancara terstruktur yang cenderung kaku dan hanya cocok untuk 

data faktual yang singkat.  

Penulis melalui penggunaan teknik wawancara semi-terstruktur juga dapat menjaga 

konsistensi pengumpulan data melalui panduan pertanyaan dasar, namun tetap 

fleksibel dalam merespons temuan lapangan yang bersifat dinamis. Teknik ini juga 

mendorong penggalian terhadap dimensi subjektif, narasi personal, dan pengalaman 

individual informan yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor tidak terduga yang sebelumnya belum terpetakan. 

Pendekatan ini secara metodelogi sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang 

menempatkan interaksi manusia dan pemaknaan kontekstual sebagai unsur utama 

dalam membangun pemahaman terhadap suatu fenomena sosial yang kompleks dan 

berlapis. 

 

3.7. TeknikُAnalisisُData 

Analisis data merupakan komponen yang sangat krusial dalam penelitian karena 

dilakukan secara lebih dinamis, intuitif, dan kreatif dengan melibatkan penalaran 

mendalam, refleksi kritis, serta penggunaan teori secara induktif. Tujuan utama dari 

analisis data kualitatif adalah untuk memahami nilai, makna, keyakinan, pengalaman, 

dan persepsi yang melekat pada suatu fenomena sosial secara kontekstual. Proses 

analisis dalam kualitatif tidak mengandalkan rumus matematis melainkan melalui 
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identifikasi pola-pola tematik, konstruksi makna, serta penyusunan pengetahuan baru 

yang bersumber dari temuan lapangan (Basit, 2003; Tashakkori & Teddlie, 2015). 

Analisis kualitatif melibatkan serangkaian tahapan sistematis, yaitu pengkategorian 

data, pengurangan volume informasi mentah, identifikasi pola-pola tematik, serta 

penyusunan rantai bukti yang logis hingga penarikan kesimpulan yang bermakna 

(Patton, 2002).  

Proses ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap 

fenomena sosial yang dikaji, dengan memanfaatkan berbagai jenis data seperti 

transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen, serta bahan non-teks lainnya seperti 

foto dan peta. (Wong, 2008). Inti dari analisis data kualitatif adalah proses menemukan 

hal-hal penting, membentuk pemaknaan, dan menyusun narasi ilmiah yang dapat 

disampaikan kepada orang lain sebagai kesimpulan yang valid dan relevan. Teknik 

analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni 

editing dan interpretasi data (Bogdan dan Biklen, 1990; Moleong, 2018). 

1. Editing – Tahap ini dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh data yang 

diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuannya 

adalah untuk memastikan tidak adanya kekeliruan pencatatan, dan semua 

informasi relevan telah terdokumentasi dengan baik. Proses editing juga 

mencakup penyelarasan antara data yang dihasilkan dari wawancara dengan 

dokumen pendukung, serta eliminasi informasi yang tidak relevan. Hasil 

editing akan berupa transkrip yang utuh, bersih, dan siap untuk dianalisis lebih 

lanjut. Analisis data wawancara dilakukan secara sistematis melalui beberapa 

tahapan penting berikut;  

a) Proses ulang rekaman atau pemahaman awal adalah mendengarkan 

kembali rekaman wawancara untuk memastikan tidak ada informasi 

penting yang terlewat dan mempersiapkan proses transkripsi. Langkah 

ini penting untuk menjaga keaslian data sekaligus membangun 

pemahaman awal terhadap isi wawancara (Creswell, 2014).  
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b) Proses transkripsi verbatim, yakni mentransfer seluruh isi wawancara 

ke dalam bentuk teks secara lengkap (verbatim), tanpa mengubah 

makna yang disampaikan narasumber. Transkripsi ini menjadi dasar 

utama untuk analisis data selanjutnya meskipun dapat dibantu dengan 

perangkat lunak transkripsi otomatis, pengecekan ulang tetap 

diperlukan untuk menjaga akurasi (Braun & Clarke, 2013). 

c) Proses coding, yaitu membaca dan memahami keseluruhan isi teks 

untuk menandai bagian-bagian penting yang relevan dengan fokus 

penelitian. Kode-kode yang terbentuk kemudian dikelompokkan ke 

dalam kategori tertentu yang mewakili tema awal (Silver & Lewins, 

2017).  

d) Penyusunan tema dan subtema, yang bertujuan untuk mengorganisasi 

data secara lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam 

mengaitkan temuan dengan kerangka teori atau fokus penelitian. Tema 

utama merepresentasikan ide-ide pokok dari data, sementara subtema 

menggambarkan aspek-aspek spesifik dari setiap tema tersebut (Miles 

dkk., 2014). 

e) Analisis data wawancara menggunakan teknik analisis tematik yang 

berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-

pola atau tema dalam data wawancara. Informan dikelompokkan 

berdasarkan keterkaitannya dan kebutuhan informasi dengan masing-

masing tema dalam penelitian. KPU memberikan wawasan penting 

terkait fokus penelitian ini pada dasar penataan ulang dapil, implikasi 

redelineasi terhadap suara dan kursi PKB, serta kemungkinan praktik 

gerrymandering. Informan dari partai oposisi, seperti PKS dan 

Gerindra, termasuk caleg yang menang maupun yang kalah, 

berkontribusi dalam menjelaskan strategi politik, efektivitas kampanye, 

serta dampak perubahan struktur dapil terhadap peluang elektoral. 

Sementara itu, informan dari kalangan masyarakat pemilih memberikan 

perspektif akar rumput mengenai dinamika dukungan terhadap PKB 
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dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan distribusi suara di 

tingkat lokal. 

Teknik analsis tematik paling umum digunakan karena fleksibel dan 

efektif untuk menggali makna kompleksitas narasi informan 

berdasarkan fokus utama penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya 

melalui pendekatan interpretatif (Braun & Clarke, 2006). Penulis 

memanfaatkan pendekatan interpretatif untuk membangun argumen 

yang solid dan mendalam mengenai dinamika representasi politik dalam 

Pemilu 2024, terutama menganalisis indikasi praktik gerrymandering 

terhadap perolehan suara PKB di tingkat Kota Bandar Lampung 

f) Proses penarikan makna wawancara, yaitu menghubungkan temuan-

temuan yang telah dianalisis dengan teori atau literatur yang relevan, 

serta mencari pola, hubungan, dan makna yang lebih dalam untuk 

menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Peneliti dengan 

mengikuti tahapan-tahapan ini secara runtut dan teliti dapat memastikan 

bahwa data yang diperoleh diolah secara valid, kontekstual, dan 

bermakna dalam menjelaskan fenomena sosial yang dikaji. 

 

2. Intrepretasi – Tahap ini dilakukan dengan menggali makna dari seluruh jenis 

data yang telah dikumpulkan, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara 

perubahan daerah pemilihan, distribusi suara PKB, dan indikasi praktik 

gerrymandering di Kota Bandar Lampung. Penulis menyusun kutipan-kutipan 

kunci dari hasil wawancara dan memberikan deskripsi serta tafsiran kontekstual 

untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan utama dari proses interpretasi ini 

adalah mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teoritik geografi 

elektoral, serta mengidentifikasi strategi politik yang memengaruhi distribusi 

kekuasaan legislatif termasuk keterkaitannya terhadap indikasi praktik 

gerrymandering.  



 

 

V. SIMPULANُDANُSARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Perubahan dapil dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kota Bandar Lampung menunjukkan 

bahwa redelineasi yang dilakukan KPU, meskipun prosedural dan sesuai regulasi, 

memiliki dampak politis signifikan. Desain ulang dapil memengaruhi konfigurasi 

dukungan, distribusi suara, dan hasil representasi politik; PKB menjadi partai yang 

diuntungkan secara strategis melalui konsolidasi spasial di Dapil 3 dan 4. Penataan 

dapil bukan semata proses administratif, melainkan instrumen politik yang membentuk 

dinamika persaingan dan peluang representasi partai di tingkat lokal.  

Redelineasi merujuk pada kerangka hukum sah dan dijalankan melalui tahapan teknis 

oleh KPU, namun berdampak langsung terhadap peningkatan suara PKB, terutama di 

wilayah berbasis Nahdliyin. Kenaikan suara tidak selalu berbanding lurus dengan 

perolehan kursi karena sistem Sainte-Laguë dan tingginya kompetisi antarpartai. 

Pergeseran suara dan kursi PKB dipengaruhi strategi internal, pemekaran wilayah, 

penambahan TPS, ketimpangan alokasi kursi, serta terbukanya ruang elektoral baru 

akibat perubahan batas dapil.  

Kajian geografi elektoral memperlihatkan desain ruang politik menentukan distribusi 

kekuasaan; meskipun tidak ditemukan gerrymandering terstruktur, potensi distorsi 

representasi tetap muncul akibat ketidakseimbangan spasial. Penataan dapil di wilayah 

perkotaan ke depan perlu bersifat teknokratik, berbasis data spasial dan karakter sosial-

budaya lokal dengan partisipasi publik bermakna serta didukung kapasitas teknis KPU 

dalam pemetaan komunitas dan dokumentasi basis pemilih secara terbuka dan 

akuntabel. 
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5.2. Saran 

1. Integrasi Strategi Elektoral dengan Pembacaan Geografi Pemilih 

Partai politik perlu membangun kemampuan membaca peta kekuatan politik 

secara spasial, termasuk distribusi demografis, afiliasi keagamaan, dan 

karakteristik sosial ekonomi wilayah. Saran ini dapat diikuti dengan: a) 

melakukan pemetaan wilayah berbasis potensi suara menggunakan data 

kependudukan, riwayat pemilu, dan koneksi sosial-politik local; b) tempatkan 

calon legislatif sesuai dengan homebase sosial-kulturalnya; dan c) hindari 

penempatan caleg berdasarkan kepentingan elite pusat yang tidak memiliki akar 

sosial lokal. 

2. Penguatan Struktur Partai hingga Akar Rumput 

Kekuatan struktural partai menjadi penentu konsistensi suara di tengah 

perubahan wilayah dapil sehingga partai politik perlu: a) mengaktifkan kembali 

jaringan pengurus hingga tingkat RT/RW atau dusun; b) melakukan kaderisasi 

dan pelatihan untuk simpatisan partai secara periodik; dan c)membangun basis 

dukungan dari simpul keagamaan, kelompok pemuda, dan komunitas sosial 

lokal. 

3. Pemanfaatan Redelineasi sebagai Peluang dan Bukan Ancaman 

Redelineasi dapil harus dipahami sebagai dinamika elektoral yang bisa dikelola, 

bukan ancaman semata sehingga partai politik seyogyanya; a) melakukan audit 

internal setiap kali terjadi perubahan dapil, dan rumuskan strategi adaptasi 

spesifik, b) membentuk tim khusus analisis redelineasi di tingkat daerah yang 

bekerja lintas bidang (politik, hukum, geospasial), dan c) mengakumulasikan 

peluang perolehan kursi dengan menggunakan data pemilu sebelumnya. 

4. Kampanye Kultural yang Berbasis Komunitas 

Kampanye elektoral yang bersifat relasional dan berbasis kultural terbukti lebih 

efektif di wilayah urban dan semi-urban sehingga partai politik seyogyanya; a) 

menggunakan metode kampanye non-formal seperti forum pengajian, kerja 
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bakti, dan kegiatan sosial untuk mendekatkan caleg ke masyarakat, b) 

melibatkan tokoh informal dan pemuka komunitas dalam penyampaian visi 

misi, dan c) menghindari kampanye seremonial yang tidak menyentuh isu lokal 

atau komunitas. 

5. Penerapan Prinsip Community of Interest dalam Penataan Dapil 

Pemerintah daerah perlu mendorong agar prinsip komunitas berbasis 

kepentingan (community of interest) dijadikan acuan utama dalam penataan 

dapil oleh KPU melalui a) menorong partisipasi publik dalam uji publik dapil 

dengan membawa bukti sosial seperti sejarah komunitas, konektivitas wilayah, 

atau praktik budaya bersama, b) mengadvokasi agar pemecahan wilayah tidak 

memisahkan komunitas yang homogen secara sosial-budaya, dan c) melibatkan 

lembaga riset lokal dan perguruan tinggi dalam analisis dampak redelineasi. 

6. Transparansi dan Pengawasan dalam Proses Penataan Dapil 

Pemerintah daerah perlu mengawal proses penataan dapil secara lebih 

transparan dan partisipatif untuk menghindari praktik gerrymandering melalui: 

a) membentuk koalisi masyarakat sipil lokal untuk mengawal redelineasi, b) 

mendorong KPU daerah menyediakan peta digital interaktif dan dokumen 

pertimbangan teknis secara terbuka, dan c) menggunakan media lokal dan 

kampus sebagai mitra untuk edukasi publik terkait pentingnya keadilan dalam 

pembentukan dapil. 

7. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi dan Keadilan Pemilu 

Pemanfaatan teknologi data spasial dan demografis sangat penting untuk 

memastikan representasi yang adil dan mencegah manipulasi tersembunyi 

sehingga KPU pada tingkat Kabupaten/Kota seyogyanya: a) menggunakan 

sistem informasi geografis (GIS) dalam penyusunan dapil berbasis kohesi 

wilayah dan jumlah pemilih, b) mengembangkan dasbor elektoral berbasis data 

pemilu yang bisa diakses partai dan masyarakat secara terbuka, dan melibatkan 
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ahli geospasial dan statistik dalam simulasi alokasi kursi dan evaluasi deviasi 

pemilih. 

 

5.3. KeterbatasanُPenelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat, khususnya dalam 

upaya mengkaji indikasi praktik gerrymandering yang secara metodologis dan empiris 

sulit untuk dideteksi secara langsung. Keterbatasan tersebut meliputi: 

1. Keterbatasan Data dan Transparansi Proses Redelineasi 

Informasi terkait proses redelineasi daerah pemilihan (dapil), termasuk 

pertimbangan teknis dan politis yang digunakan oleh pembuat kebijakan, sering 

kali tidak terdokumentasi secara terbuka dan rinci. Hal ini menyulitkan peneliti 

untuk menelusuri secara akurat motivasi di balik perubahan batas wilayah 

pemilihan. 

2. Ambiguitas Kriteria Penataan Dapil 

Penataan dapil secara hukum merujuk pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan 

nilai suara, keterpaduan wilayah, dan keberlanjutan geografis. Namun, prinsip-

prinsip ini bersifat lentur dalam penafsiran, sehingga pembagian wilayah 

tertentu bisa saja sah secara administratif meskipun menguntungkan pihak 

tertentu secara politis. 

3. Konteks Lokal yang Kompleks dan Dinamis 

Faktor-faktor seperti mobilitas penduduk, perkembangan wilayah urban, serta 

heterogenitas etnis dan agama turut memengaruhi perilaku pemilih. 

Kompleksitas ini menyulitkan isolasi pengaruh redelineasi dari variabel lain 

yang juga memengaruhi distribusi suara. 
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4. Keterbatasan Akses dan Waktu Wawancara dengan Informan Kunci. 

Beberapa informan kunci yang merupakan anggota dewan memiliki jadwal 

yang sangat padat, sehingga membatasi intensitas dan kedalaman wawancara. 

Kondisi ini berdampak pada keterbatasan data kualitatif yang dapat digali 

terkait persepsi dan pengalaman mereka terhadap proses redelineasi dapil. 
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